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Oleh 




Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pendidikan Kecakapan 
Hidup (Life Skills) Di SMK N 1 Trucuk, dilatarbelakangi permasalahan yang 
terjadi dalam pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan kecakapan hidup (life 
skills). Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui kebijakan yang digunakan 
di SMK N 1 Trucuk dalam pelaksanakan pendidikan kecakapan hidup, (2)  untuk 
mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pendidikan 
kecakapan hidup serta sejauh mana upaya SMK Negeri 1 Trucuk dalam 
mengembangkan pendidikan kecakapan hidup. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif 
yang bersifat eksploratif. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru 
dan siswa yang diambil sempelnya. Teknik yang digunakan dalam pengambilan 
data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam  penelitian  ini  
peneliti menggunakan teknik analisis data Deskriptif dengan langkah-langkah 
berupa reduksi data, kategorisasi data, dan sintesisasi data. 
Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi pendidikan kecakapan 
hidup di SMK Negeri 1 Trucuk, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) kebijakan 
sekolah terhadap pendidikan kecakapan hidup (life skills) dipergunakan untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional Indonesia. Maka dari itu, sekolah 
menerapkan pendidikan kecakapan hidup (life skills). 2) Faktor yang menghambat 
dan mendukung dalam implementasi kebijakan pendidikan kecakapan hidup (life 
skills) di SMK N 1 Trucuk Klaten. 3) Upaya yang dilakukan sekolah dalam 
menerapkan pendidikan kecakapan hidup di SMK Negeri 1 Trucuk adalah dengan 
menyesuaikan kurikulum yang digunakan dengan pendidikan kecakapan hidup. 
Penyesuian yang dilakukan adalah dengan menerapkan ”life skill educations”. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dunia pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan 
kemajuan ilmu dan teknologi dari waktu ke waktu. Hal ini berujung pada tuntutan 
bagi pemerintah dan pendidikan untuk dapat menyiapkan sumber daya manusia 
(SDM) sebagai generasi penerus yang mempunyai kepribadian dan kemampuan 
yang solid untuk menyambut tantangan di masa depan. Dalam studi perkuliahan 
dan fenomena yang terjadi sekarang ini sering kita membahas tentang 
permasalahan umum yang menghambat berjalannya proses pendidikan dalam 
mencapai tujuan pendidikan. Salah satunya adalah permasalahan mengenai hasil 
lulusan peserta didik dari lembaga pendidikan kaitannya dalam hal ini adalah 
kualitas lulusan sekolah dengan relevansinya akan kebutuhan pasar di dunia kerja 
dan usaha. 
Membangun SDM yang berpotensi dan berkualitas menyangkut 
relevansinya dan kebutuhan pasar di dunia kerja dan usaha masih menjadi 
persoalan bagi bangsa ini. Melihat realitas yang ada pada pendidikan di Indonesia 
berdasarkan prosentase lulusan dari sekolah bahwa terdapat 88,4 % lulusan 
sekolah menengah tidak melanjutkan ke perguruan tinggi (Balitbang Diknas, 
2000). Data ini menunjukkan tingginya angka lulusan sekolah menengah yang 
tidak melanjutkan ke perguruan tinggi akan mempengaruhi pada kesempatan dan 
ketersediaan lapangan pekerjaan bagi para lulusan tersebut. Secara otomatis hal 
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tersebut juga akan berimbas pada persaingan yang semakin ketat di pasar dunia 
kerja dan usaha. Selanjutnya dalam perkembangannya, kondisi pendidikan di 
Indonesia juga dihadapkan pada era globalisasi, dimana perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang semakin maju menuntut kualitas sumber daya 
manusia untuk saling berkompetisi dalam memperebutkan posisi dan tempat di 
dunia kerja dan usaha. Bila melihat pada data statistik mengenai mutu dan 
kualitas pendidikan Indonesia menurut HDI (Human Development Index) negara 
kita menempati peringkat yang cukup memprihatinkan yakni, diperingkat 108 
dari 187 negara yang telah disurvei (Depdiknas, 2016). Rendahnya mutu dan 
kualitas sumber daya manusia menjadi masalah bagi bangsa dan dunia pendidikan 
dalam menyiapakan lulusanya. 
Berbicara mengenai mutu dan kualitas sumber daya manusia tentu erat 
hubungannya dengan upaya pemerintah dan lembaga pendidikan dalam 
meningkatkan upaya, usaha, dan kinerja, khususnya sekolah yang berperan dalam 
mengembangkan dan meningkatkan mutu dan kualitas peserta didiknya. Seperti 
yang telah dikemukakan oleh Arcaro yang dijelaskan kembali oleh Siti Irine 
Astuti dalam bukunya yang berjudul Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat 
dalam Pendidikan, bahwa peningkatan kualitas tidak selalu dikaitkan dengan 
biaya, artinya meningkatkan mutu pendidikan tidak secara signifikan ditentukan 
oleh biaya atau anggaran yang dikeluarkan untuk sekolah. Hal ini sebabkan 
kualitas memiliki arti yang kompleks, tidak saja berkaitan dengan biaya dan hasil 
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belajar siswa, tetapi dengan cita-cita atau harapan untuk menggapai kehidupan 
yang lebih baik (Siti Irine, 2011: 93-94). 
Terkait dengan hal tersebut, tentunya seluruh elemen pendidikan baik 
pemerintah maupun masyarakat dalam proses pendidikan dituntut untuk dapat 
mengatasi permasalahan yang terjadi agar tujuan dari pendidikan itu sendiri dapat 
berjalan dan terlaksana sesuai dengan tujuan dari pendidikan menurut UU Nomor 
20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu: 
“mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, 
beriman, cakap, kreatif, dan mandiri”. 
 
Tujuan pendidikan dalam perkembangannya adalah untuk mengarahkan peserta 
didiknya dapat menguasai dan mengembangkan potensi, bakat, dan minat yang 
dimilikinya agar mampu bekerja dan berusaha sesuai dengan tuntutan dan 
kebutuhan perkembangan zaman. Seperti yang telah dikemukakan Oong Komar 
dalam buku Filsafat Pendidikan Nonformal bahwa kondisi dewasa ini sangat 
mempengaruhi kelangsungan pendidikan. Kondisi masa mendatang biasanya 
tertuang dalam rumusan tujuan pendidikan. Tujuan itu menggariskan gambaran 
dan citra manusia yang dicita-citakan, menuntun, dan dapat memantau setiap 




Kaitannya dengan proses sistem pendidikan nasional dalam mencapai 
tujuannya, pemerintah telah menyediakan suatu lembaga pada jenjang sekolah 
menengah kejuruan (SMK) yang dapat menumbuh-kembangkan mutu dan 
kualitas sumber daya manusia dalam menghadapai dunia kerja dan usaha, 
tertuang pada PP No. 17/2010 pasal 80 yang berisi: 
“SMK berbentuk bidang studi keahlian, setiap bidang studi keahlian 
terdiri atas satu atau lebih program studi keahlian, dan pada setiap program 
studi keahlian terdiri atas satu atau lebih kompetensi keahlian”. 
 
Dari isi peraturan pemerintah tersebut SMK menjadi salah satu lembaga sekolah 
yang dapat memfasilitasi peningkatan mutu sumber daya manusia yakni, dilihat 
dari proses pembelajarannya yang menggunakan pendekatan pendidikan 
kecakapan hidup atau pendidikan life skills yang sebagian besar pembelajarannya 
dengan menggunakan pendekatan untuk meningkatkan kompetensi dasar peserta 
didik yang berkaitan dengan bakat, minat dan keterampilan agar siap menjadi 
lulusan yang siap masuk ke dunia kerja. 
Berdasarkan kurikulum SMK Edisi 2004 dalam pedoman Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMK, salah satunya dalam pembelajaran 
dengan menggunakan pendekatan kecakapan hidup (life skills) yaitu mendekatkan 
peserta didik dengan dunia nyata. Oleh karena itu, agar peserta didik dapat 
mengenali dan mampu untuk berkompetensi dimana ia akan hidup dan tinggal, 
maka perlu dibekali kecakapan hidup (life skills). 
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Kecakapan hidup atau life skills terdiri dari beberapa cakupan yang harus 
dikuasai, diantaranya adalah: 
1. Kecakapan Personal (personal skills) yang mencakup kecakapan mengenal 
diri (self awareness) yaitu penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan Yang 
Maha Esa, anggota masyarakat dan warga Negara, serta menyadari dan 
mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sekaligus 
menjadikannya sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai individu 
yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Kecakapan lain yang 
termasuk pada cakupan kecakapan personal adalah kecakapan rasional 
merupakan kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan serta 
memecahkan masalah secara kreatif (Anwar, 2006:29). 
2. Kecakapan Sosial (social skills) yaitu kecakapan komunikasi dengan empati, 
dan bekerja sama, yang dimaksud disini adalah kemampuan individu untuk 
berinteraksi atau berkomunikasi dengan lingkungan dan masyarakat, serta 
mampu untuk melakukan kegiatan timbal balik dan mencari solusi atas 
permasalahan yang terjadi pada masyarakat maupun lingkungannya (Anwar, 
2006:30). 
3. Kecakapan Akademik (academic skills) yaitu kemampuan berpikir ilmiah 
pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecakapan berfikir rasional 
yang masih bersifat umum, kecakapan akademik sudah lebih mengarah 
kegiatan yang bersifat akademik atau keilmuwan (Anwar, 2006:30). 
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4. Kecakapan vokasional atau kecakapan kejuruan yang pada umumnya 
diterapkan di SMK. 
Program kecakapan hidup di SMK merupakan kelanjutan dari program 
kecakapan hidup yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama (SMP). SMK 
harus menyusun rencana pelaksanaan program kecakapan hidup yang terintegrasi 
dalam topik pembelajaran instruksional atau pada program ekstrakurikuler 
(Pedoman KTSP, 2004). Maka dapat dikatakan bahwa SMK mempunyai sistem 
pendidikan nasional yang erat kaitannya dengan relevansi dunia kerja untuk 
menciptakan lulusan keahlian di bidang tertentu. 
Terkait dengan pendidikan kecakapan hidup (life skills) terdapat salah satu 
kompetensi yang harus dikuasi oleh setiap peserta didik, yaitu kecakapan 
vokasional. Menurut Depdiknas (2002) kecakapan vokasional (vocational skills) 
adalah kecakapan yang berkaitan dengan suatu bidang kejuruan/ keterampilan 
tertentu seperti di bidang perbengkelan, jahit menjahit, peternakan, pertanian, 
produksi barang tertentu. Hal ini juga didukung oleh pendapat Soenarto dalam 
pidato pengukuhan guru besarnya, bahwa: 
“pada jenjang SMK diberikan kecakapan vokasional, sedangkan aspek 
kecakapan generik perlu diberikan sebagai antisipasi bagi siswa yang 
ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi”. 
 
Sementara itu, pemerintah juga telah mencanangkan dan mendukung program 
kecakapan vokasional melalui sistem pendidikan nasional berbasis pendidikan 
kecakapan hidup (life skills) tertuang pada kebijakan membalikkan rasio peserta 
didik antara SMK dan SMA yang semula 30 : 70 pada tahun 2004, menjadi 67 : 
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33 pada tahun 2014. Tujuan kebijakan itu adalah untuk lulusan pendidikan dapat 
lebih beroientasi pada pemenuhan dunia kerja serta kebutuhan dunia usaha dan 
industri (Depdiknas, Renstra 2010-2014:83-85). 
Berdasarkan peraturan dan kebijakan yang terkait di atas, SMK menjadi 
lembaga pendidikan formal yang tepat dalam menerapkan pendidikan kecakapan 
hidup (life skills), khususnya dalam mengembangkan kecakapan vokasional 
peserta didik yang berperan dalam memberikan proses pembelajaran ilmu 
pengetahuan, teknonologi, memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan 
bakat dan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian dalam 
menghadapi dunia kerja dan usaha. Namun bila melihat realitas yang ada, 
pemerintah selaku pembuat kebijakan dan juga sekolah sebagai pelaksana belum 
mampu sepenuhnya untuk memaksimalkan implementasi pendidikan life skills, 
khususnya untuk mengembangkan kecakapan vokasional. Hal ini dibuktikan 
dengan masih rendahnya tingkat keterserapan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh 
pasar jika melihat data pengangguran yang dihasilkan oleh lulusan SMK di 
Indonesia. 
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran di 
Indonesia sampai Februari 2012 mencapai 6,7 juta. Dari data tersebut yang paling 
banyak menyumbangkan adalah lulusan SMA dan SMK, dengan tingkat 
pengangguran terbuka (TPT), yaitu TPT SMA sebesar 10,34% dan TPT SMK 





Hubungan dengan kebijakan mengembalikan rasio ini ditujukan agar keluaran 
pendidikan dapat lebih berorentasi pada pemenuhan dunia kerja serta kebutuhan 
dunia usaha dan industri (DUDI). 
Pendidikan vokasi dirasa perlu karena memiliki paradigma yang 
menekankan pada pendidikan yang  menyesuaikan  dengan  permintaan  pasar 
(demand  driven) guna  mendukung  pembangunan  ekonomi  kreatif. 
Ketersambungan (link) diantara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara 
pendidikan dan kecocokan (match) antara employee dengan employer menjadi 
dasar penyelenggaraan pendidikan vokasi. Keberhasilan penyelenggaraan 
pendidikan vokasi dapat dilihat dari tingkat mutu dan relevansi yaitu jumlah 
penyerapan lulusan dan kesesuaian bidang. (Depdiknas, Renstra 2010 – 2014, 83-
85). 
Data BPS mengenai lulusan SMK dengan indikator keberhasilan bahwa, 
masih rendahnya tingkat mutu dan relevansi pendidikan vokasional di SMK. Hal 
ini dapat ditandai dengan jumlah pengangguran yang ada tidak seimbang dengan 
kebutuhan pasar tenaga kerja sehingga masih ditemukannya angka tingkat 
pengangguran yang tinggi pada lulusan SMK, atau kemungkinan disebabkan oleh 
tidak sesuainya jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah lulusan dan ketidak 
sesuainya kebutuhan pasar kerja dengan profil/skills yang dimiliki oleh lulusan. 
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Dalam perkembangannya pendidikan kecakapan hidup atau life skills yang 
diterapkan disekolah juga harus dapat menciptakan profil lulusan yang mampu 
menguasai kecakapan vokasional dengan melihat kesesuaian kebutuhan pasar 
kerja yang berubahan seiring dengan kemajuan zaman. Terkait dengan program 
pemerintah menjadi topik mengenai pengembangan alat transportasi dan juga 
meningkatkan kualitas dan kuantitas kebutuhan pangan yang dirasa kian hari 
semakin berkurang dan harus mengimpor dari Negara lain. Tentunya hal ini dapat 
menjadi bahan pertimbangan dan dapat dikritisi oleh pemerintah khususnya 
lembaga pendidikan yang bertujuan mendidik generasi penerus agar mampu 
bersaing dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan tujuan meningkatkan 
kemajuan bangsa. 
Salah satu dari sekian banyak sekolah kejuruan yang mengutamakan 
program pendidikan life skills dalam mengembangkan kecakapan vokasional 
adalah SMK N 1 Trucuk Klaten. Sekolah ini membuka jurusan kelas teknik 
otomotif, kimia industri, dan teknik pertanian yang bertujuan mencetak lulusan 
yang memiliki keterampilan khusus terutama pada bidang otomotif, kimia 
industri, dan pertanian yang sangat berpeluang keterserapan di dunia kerja seperti 
di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, industri pabrik, 
dan pertanian. 
Sekolah dalam memenuhi target-target tersebut tentunya memasukkan 
berbagai program yang terkait dengan kecakapan vokasional melalui pendidikan 
kecakapan hidup (life skills) dalam pelaksanaan kurikulum pembelajarannya. 
10 
 
Peneliti ingin mendeskripsikan dan mengkaji lebih dalam lagi pada kebijakan 
sekolah mengenai pendidikan kecakapan hidup (life skills) khususnya pendidikan 
vokasional dan implementasi pada proses pelaksanaan kebijakan tersebut. 
B. Identifikasi Masalah  
Dari latar belakang masalah di atas maka dapat diperoleh identifikasi 
masalah sebagai berikut: 
1. Berkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi suatu tantangan 
yang harus diatasi oleh instansi pemerintah bidang pendidikan, khususnya 
SMK yang termasuk dalam sistem pendidikan nasional. 
2. Belum optimalnya pendidikan dalam meningkatkan kompetensi lulusan 
untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan bermutu sesuai 
dengan kebutuhan dan ketersediaan SDM di dunia kerja maupun usaha. 
3. Tingkat relevansi pendidikan dengan dunia kerja dan keterampilan yang 
masih rendah, sekolah dituntut untuk dapat memfasilitasi dan memenuhi 
bekal keterampilan dan keahlian pada peserta didik sesuai kebutuhan bila 
lulus kelak agar dapat terserap dalam dunia kerja dan usaha. 
4. Melihat realitas lulusan sekolah yang ada di Indonesia, tentunya kebijakan 
pendidikan kecakapan hidup mengenai kecakapan vokasional sepenuhnya 
belum terlaksana secara maksimal.  
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C. Batasan Masalah 
Agar pembahasan dalam penelitian tetap fokus pada identifikasi 
permasalahan di atas, maka penelti perlu memberikan batasan masalah terkait 
pada permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan proses pembelajaran 
pendidikan kecakapan hidup (life skills), khususnya kecakapan vokasional yang 
diberikan oleh sekolah kepada peserta didiknya dan juga program-program yang 
mendukung dalam meningkatkan kemampuan keterampilan dan keahlihan peserta 
didik untuk dapat memenuhi kompetensi lulusan kelak agar dapat terserap di 
dunia kerja maupun usaha. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka diperoleh rumusan masalah 
seperti berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan sekolah terhadap pendidikan kecakapan 
hidup (life skills) di SMK N 1 Trucuk Klaten? 
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat proses pelaksanaan 
kebijakan pendidikan kecakapan hidup (life skills) di SMK N 1 Trucuk 
Klaten? 
3. Apa saja upaya atau strategi yang dilakukan SMK N 1 Trucuk Klaten untuk 
menanggulangi hambatan yang dihadapi?  
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E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penelitian 
sebagai berikut: 
1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan 
sekolah mengenai pendidikan kecakapan hidup (life skills) khususnya untuk 
meningkatkan kecakapan vokasional pada peserta didik. 
2. Mendeskripsikan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam 
proses pendidikan kecakapan hidup (life skills) khususnya dalam 
meningkatkan kecakapan vokasional peserta didik. 
3. Mendeskripsikan upaya atau strategi yang dilakukan/dikembangkan  sekolah 
dalam menerapkan pendidikan kecakapan hidup (life skills) sesuai kebijakan 
dan kurikulum sekolah ke dalam proses pembelajaranya terhadap peserta 
didik. 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempnyai manfaat teoritis dan manfaat 
praktis sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa 
pengetahuan, data atau informasi yang memadai tentang pendidikan 
kecakapan hidup (life skills) di SMK N 1 Trucuk Klaten khususnya bagi 





2. Manfaat Praktis 
a) Bagi Pemerintah atau instansi terkait penelitian ini dapat menjadi 
masukan untuk membuat kebijakan di SMK N 1 Trucuk Klaten 
b) Bagi Sekolah agar mendapatkan solusi atau bantuan dari pemerintah 
terkait pendidikan di SMK N 1 Trucuk Klaten 
c) Bagi Program Studi Kebijakan Pendidikan, dapat dijadikan sebagai 
referensi sekaligus inspirasi bagi peneliti lain untuk melakukan 
penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pendidikan di SMK 
N 1 Trucuk Klaten. 
d) Bagi pembaca diharapkan dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, 
dan pemahaman di Sekolah, serta dapat digunakan sebagai bahan 
pustaka untuk mengadakan kajian atau penelitian selanjutnya. 
e) Bagi peneliti lain dapat diperolehnya informasi mengenai 
implementasi pendidikan kecakapan hidup (life skills) di SMK N 1 







A. Implementasi Kebijakan Pendidikan 
1. Pengertian Kebijakan 
Pelaksanaan program kegiatan erat kaitannya dengan proses 
pendidikan tentunya didasarkan atas peraturan perundang-undangan kemudian 
dihubungkan pada permasalahan yang ada, selanjutnya ditindak-lanjuti 
dengan perumusan kebijakan dan implementasi kedepannya. Kebijakan 
merupakan sebuah rekayasa sosial (social engineering) yang dirumuskan oleh 
pemerintah sesuai dengan permasalahan yang ada (Sudiyono, 2007: 1). 
Pengertian lain mengenai kebijakan menurut Harold D. Lasswell dan 
Abraham Kaplan, kebijakan merupakan sebuah program yang diarahkan pada 
tujuan, nilai, dan praktek. Artinya, kebijakan merupakan sebuah program 
yang disusun berdasarkan tujuan, termasuk nilai-nilai pembuat kebijakan dan 
fisibilitas dalam praktek (Sudiyono, 2007: 3). Sedangkan menurut Carl J. 
Friedrick kebijakan dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan 
oleh perorangan, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, 
dengan demikian memberikan gambaran tentang hambatan dan kesempatan 
dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan (Sudiyono, 2007: 3). 
Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai 
pengertian kebijakan yaitu pembuatan dan perumusan solusi oleh para ahli 




menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kemudian dibuat langkah-langkah 
program yang akan dijalankan untuk mencapai suatu tujuan dari program 
yang telah dirancang sebelumnya. 
2. Pengertian Implementasi Kebijakan 
Implementasi kebijakan sebagaimana dikatakan oleh Grindle 
sesungguhnya tidak semata-mata terbatas pada mekanisme penjabaran 
keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran 
birokrasi, tetapi lebih terkait dengan masalah konflik, yaitu siapa memperoleh 
apa dalam suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan suatu 
yang sangat penting, bahkan kemungkinan jauh lebih penting daripada 
pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya sekedar sebuah impian, atau rencana 
yang bagus tersimpan rapi dalam arsip manakala kebijakan tidak 
diimplementasikan (Sudiyono, 2007: 77). 
Sementara itu, pengertian lain dari implementasi kebijakan menurut 
Van Meter dan Van Horn dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang 
dilakukan oleh individu-individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau 
swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah 
ditentukan terlebih dahulu, yakni tindakan-tindakan yang merupakan usaha 
sesaat untuk mentransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional, 
maupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan 





Beberapa pengertian yang telah ditulis di atas, terkait kebijakan adalah 
kebijakan itu dapat dikatakan tidak berarti apabila dalam proses memecahkan 
suatu masalah kebijakan tersebut tidak dibarengi dengan implementasi. 
Implementasi menjadi hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan dan 
merupakan hasil tanggapan dari adanya rancangan dan perumusan dari suatu 
kebijakan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi tentunya dengan 
tujuan tertentu. 
3. Proses Implementasi Kebijakan Pendidikan 
Arif Rohman (2009: 136-140) menyebutkan beberapa teori, syarat, 
dan beberapa faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan 
menurut beberapa ahli, yakni teori yang digagas oleh: 
a) Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn 
Gagasan kedua tokoh ini menyatakan bahawa untuk dapat 
mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna, maka diperlukan 
banyak sekali syarat, diantaranya: 
1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksanaan 
tidak akan menimbulkan gangguan/kendala serius. 
2) Untul pelaksanaan suatu program, harus tersedia waktu dan sumber-
sumber yang cukup memadai. 
3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus tersedia. 
4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan 




5) Hubungan kausalitas tersebut hendaknya bersifat langsung dan hanya 
sedikit mata rantai penghubungnya. 
6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil. 
7) Adanya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 
8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. 
9) Adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 
10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan 
mendapatkan kepatuhan yang sempurna. 
b) Van Meter dan Van Horn 
Kedua tokoh ini menyebutkan bahwa implementasi kebijakan 
dimaksud sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu, 
pejabat atau kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan kepada 
pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu, yakni 
tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk 
mentransformasikan keputusan kedalam istilah operasional, maupun usaha 
berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang 
diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Kemudian Van Meter 
dan Van Horn mengawali gagasan-gagasan teorinya tentang implementasi 
dengan menentukan enam variabel yang membentuk kaitan antara 
kebijakan dan kinerja kebijakan. Keenam variabel tersebut meliputi: 






4) Interorganisasi dan aktivasi pengukuhan. 
5) Karakteristik agen pelaksanaan. 
6) Kondisi sosial, ekonomi dan politik serta karakter pelaksanaan. 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan 
pendidikan merupakan tindakan yang dilakukan individu/pejabat atau 
lembaga pemerintahan/swasta untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah 
dirancang sebagaimana mestinya. 
4. Pendekatan Implementasi Kebijakan Pendidikan 
Terkait dengan dunia pendidikan, kebijakan pendidikan dirancang dan 
dirumuskan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi 
dalam dunia pendidikan, salah satunya adalah menyangkut mutu dan kualitas 
pendidikan yang berpengaruh pada lulusan yang akan terjun ke dunia kerja, 
khususnya dilakukan di jenjang pendidikan sekolah. Ada beberapa 
pendekatan terkait implementasi kebijakan pendidikan yang pada umumnya 
diterapkan di Indonesia. Seperti yang telah diungkapkan oleh Solichin dalam 




a. Pendekatan Struktural 
Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan yang 
bersifat top-down yang dikenal dalam teori-teori organisasi modern. 
Pendekatan ini memandang bahwa kebijakan pendidikan harus dirancang, 
diimplementasikan, dikenalkan, dan dievaluasi secara struktural. 
Pendekatan ini menekankan pentingnya komando dan pengawasan 
menurut tahapan atau tingkatan dalam struktur masing-masing organisasi. 
Bahwa struktur yang bersifat hirarkhis-organis sepertinya amat 
relevan untuk situasi-situasi implementasi dimana kita memerlukan suatu 
organisasi pelaksana yang bertingkat yang mampu melaksanakan suatu 
kebijakan yang selalu berubah bila dibandingkan dengan suatu tim 
kepanitiaan untuk program kebijakan yang sekali selesai atau yang 
bersifat adhokrasi yang menangani proyek-proyek. 
Namun titik lemah dari pendekatan struktural ini adalah, proses 
pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan menjadi kaku, terlalu 
birokratis, dan kurang efisien. Bila dibandingkan dengan organisasi 
pelaksana yang bersifat adhokrasi. Pelaksanaan kebijakan pendidikan 
seperti Instruksi Presiden (Inpres) tentang pembangunan gedung-gedung 
Sekolah Dasar di Indonesia dalam prakteknya berjalan lamban dan banyak 






b.  Pendekatan Prosedural dan Manajerial 
Pendekatan prosedural dan manajerial dikembangkan dalam 
rangka suksesnya implementasi kebijakan pendidikan. Pendekatan ini 
tidak mementingkan penataan struktur-struktur birokrasi pelaksanaan yang 
cocok bagi implementasi program, melainkan dengan upaya 
mengembangkan proses-proses dan prosedur-prosedur yang relevan, 
termasuk prosedur-prosedur manajerial beserta teknik-teknik menejemen 
yang tepat. 
c.  Pendekatan Perilaku 
Pendekatan perilaku meletakkan dasar semua orientasi dari 
kegiatan implementasi kebijakan pada perilaku manusia sebagai 
pelaksana, bukan pada organisasinya. Pendekatan ini berasumsi bahwa 
upaya implementasi kebijakan yang baik adalah bila perilaku manusia 
beserta segala sikapnya juga harus dipertimbangkan dan dipengaruhi agar 
proses implementasi kebijakan tersebut dapat berlangsung baik. 
d.  Pendekatan Politik 
Pendekatan politik lebih melihat pada faktor-faktor politik atau 
kekuasaan yang dapat memperlancar atau menghambat proses 
implementasi kebijakan. 
Dari penjelasan mengenai pendakatan implementasi kebijakan pendidikan di 
atas, dapat dianalisis bahwa suatu kebijakan dapat terimplementasikan dan 




menggunakan seluruh keempat pendekatan. Dilihat dari proses rancangan 
yang terstruktur dengan pedoman-pedoman teknik prosedural dan menejerial 
serta menerapkan pendekatan perilaku terhadap sumber daya manusia juga 
pengaruh politik yang sehat maka dapat dikatakan proses implementasi 
kebijakan pendidikan tersebut berjalan dengan baik. 
5. Faktor Dalam Proses Implementasi Kebijakan Pendidikan 
Melihat realitas yang ada sering dijumpai kegagalan atau kekurangan 
dari implementasi dan pelaksanaan dalam beberapa kebijakan pendidikan di 
Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor yang menentukan 
berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan pendidikan. Selanjutnya menurut Arif 
Rohman (2009: 147) bahwa, proses implementasi kebijakan merupakan 
proses yang menentukan sekaligus menegangkan. Proses ini menjadi penting 
disebabkan akhir dari semua kebijakan yang sudah diambil selalu pada tahap 
implementasi. Pada tahap implementasi ini, perlu kiranya dianalisis faktor-
faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi proses kegagalan dan 
keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam hal ini, ada tiga faktor yang 
biasanya menjadi sumber kegagalan dan keberhasilan, (Arif Rohman, 2009: 
147) yaitu:  
a. Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan, berkaitan dengan diktum 
atau rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan 
(decision maker). Menyangkut apakah rumusan kalimatnya jelas atau 




difahami atau tidak, mudah diintepretasikan atau tidak, terlalu sulit 
dilaksanakan atau tidak, dan sebagainya (Arif Rohman, 2009: 147). 
b. Faktor yang terletak pada personil pelaksanaan yakni yang menyangkut 
tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, 
kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerja sama dari 
para pelaku pelaksana kebijakan tersebut (Arif Rohman, 2009: 148). 
c. Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksanaan yakni 
menyangkut jaringan system, hirarki kewenangan masing-masing peran, 
model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin 
organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang 
ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang 
dipilih (Arif Rohman, 2009: 149). 
Jadi dapat disimpulkan kegagalan atau keberhasilan suatu 
implementasi kebijakan tergantung pada saat perumusan kebijakan, pelaksana 
kebijakan, dan sistem pelaksana yang menjalankan kebijakan tersebut. 
Adapun organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan pendidikan 
adalah birokrasi pendidikan. Di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-
Undang Otonomi Daerah No.22 tahun 1999, birokrasi ini memiliki banyak 
jenjang kekuasaan yang terentang mulai dari kantor Kementerian Pendidikan 
Nasional dan pengajaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kotamadya, serta 
kantor ranting dinas pendidikan dan pengajaran di tingkat kecamatan (Arif 




6. Kebijakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
Dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas untuk 
menghadapi persaingan global, pemerintah mengembangkan kebijakan untuk 
meningkatkan mutu pendidikan dengan dilandasi Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 
berisi: 
“pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaan bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara 
yang demokratis dan bertanggung jawab”. 
 
Selanjutnya lebih mengkerucut lagi kebijakan mengenai SMK juga diatur 
dalam Pasal 18 tentang pendidikan menengah, bahwa: 
“1) Pendidikan menengah adalah lanjutan pendidikan dasar, 2) 
Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menegah umum dan 
pendidikan menengah kejuruan, 3) Pendidikan menengah berbentuk 
Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliayah (MA), Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), 
atau bentuk lain yang sederajat.” 
 
Sedangkan menurut PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 15 berisi: 
“sekolah menengah kejuruan adalah salah satu bentuk satuan 
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada 
jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs”. 
 
Dan Pasal 78 Ayat 3 berisi: 
“SMK dan MAK terdiri atas tiga tingkatan kelas yaitu kelas 10, kelas 
11, dan kelas 12, atau terdiri atas kelas 10, kelas 11, kelas 12, dan 




Serta Pasal 80 berisi: 
“SMK dan MAK atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang 
studi keahlian, setiap bidang studi keahlian terdiri atas satu atau lebih 
program studi keahlian, dan pada setiap program studi keahlian 
terdiri atas satu atau lebih kompetensi keahlian. Bidang studi keahlian 
terdiri atas: a) Bidang keahlian teknologi dan rekayasa; b) Bidang 
studi keahlian kesehatan; c) Bidang studi keahlian seni, kerajinan, 
dan pariwisata; d) Bidang studi keahlian teknologi informasi dan 
komunikasi; e) Bidang studi keahlian agribisnis dan agroteknologi; f) 
Bidang studi keahlian bisnis dan manajemen; dan g) Bidang studi 
keahlian lain yang diperlukan masyarakat”. 
 
Berdasarkan kebijakan dan peraturan dari pemerintah di atas, bahwa 
SMK adalah sebuah lembaga pendidikan menengah dimana didalam 
kurikulum pembelajarannya lebih mengarahkan peserta didik untuk dapat 
mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kompetensi dasarnya 
melalui pendidikan kecakapan hidup (life skills), terutama dalam 
mengembangkan kecekapan vokasional sebagai bekal menjadi lulusan yang 
siap dan mampu bersaing dalam dunia kerja dan peluang keterserapannya di 
kebutuhan pasar baik industri maupun jasa. 
B. Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills) 
1. Sejarah dan Pengertian 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut dunia untuk 
menuju ke suatu tatanan masyarakat global, dimana era itu ditandai dengan 
pertumbuhan zaman yang memacu ketergantungan dalam aspek pendidikan, 
budaya, ekonomi, politik menjadi masalah dan standar yang berlaku secara 




mengemukakan globalisme adalah sebuah situasi yang melibatkan jaringan - 
jaringan interdepensi pada jarak yang multikontinental dan transregional 
(Ariefa: 2009, Pendidikan Masyarakat Global). 
Sadar akan tuntutan perkembangan zaman yang menyangkut proses 
keberlangsungan umat manusia seluruh dunia, dibawah satu komando dunia 
yaitu, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mulai mengembangkan isu tersebut 
menjadi kajian bersama seluruh dunia kaitannya dengan menyiapkan generasi 
yang mampu untuk berkompeten dalam menghadapi era globalisasi. Salah 
satunya dengan jalan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan skills tiap 
individu. 
Melalui United Nations Educational, Scientific, and Cultural 
Organization yang disingkat Unesco adalah salah satu cabang dari 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membidangi pendidikan dan budaya 
dunia mulai mengembangkan pendidikan kaitannya dalam proses 
pembelajaran dengan mencanangkan standar pendidikan dunia melalui empat 
pilar yaitu: 
a. Learning to know (belajar untuk memperoleh pengetahuan) 
b. Learning to do (belajar untuk berbuat atau bekerja) 
c. Learning to be (belajar untuk menjadi orang yang berguna) 
d. Leraning to live together (belajar untuk dapat hidup dengan orang lain) 
Ke empat pilar tersebut termasuk dalam program life skills yang dicetuskan 




Merujuk pada latar belakang sejarah mengenai konsep pendidikan life 
skill yang telah terbangun. Unesco menjelaskan bahwa pendidikan kecakapan 
hidup atau life skills adalah berbagai keterampilan/kemampuan untuk dapat 
beradaptasi dan berperilaku positif yang memungkinkan seseorang mampu 
menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidup sehari-hari secara 
efektif. 
Selain dari penjelasan Unesco mengenai pendidikan kecakapan hidup 
di atas, banyak lembaga pemerintahan dan  pakar/ahli dari bidang pendidikan 
yang mengamini sekaligus mendukung mengenai program kecakapan hidup. 
Mulai dari konsep-konsep, teori yang mencoba menjelaskan serta menelaah 
lebih dalam lagi dan mengintegrasikannya kedalam proses pendidikan, baik di 
sekolah (formal) maupun luar sekolah (nonformal). 
Salah satunya dari teori yang dikemukakan Satori bahwa pendidikan 
kecakapan hidup adalah istilah hidup, tidak semata-mata memiliki 
kemampuan tertentu saja (vocational job), namun ia harus memiliki 
kemampuan dasar pendukungnya secara fungsional seperti membaca, 
menulis, merumuskan, dan memecahkan masalah, mengelola sumber daya, 
bekerja dalam tim, terus belajar ditempat kerja, mempergunakan teknologi. 
Program pendidikan kecakapan hidup atau life skills adalah pendidikan yang 
dapat memberikan bekal keterampilan yang praktis, terpakai, terkait dengan 
kebutuhan pasar kerja, peluang usaha dan potensi ekonomi atau industri yang 




konsep pendidikan kecakapan hidup yang diterbitkan oleh Depdiknas (2003) 
bahwa kecakapan hidup adalah kemampuan dan keberanian untuk 
menghadapi problema kehidupan, kemudian secara pro aktif dan kreatif 
mencari dan menemukan solusi untuk mengatasinya. Kesimpulan dari 
beberapa pengertian di atas bahwa pendidikan kecakapan hidup atau life skills 
adalah pendidikan dimana dalam proses pembelajarannya mengutamakan 
pada pembentukan skills atau kemampuan dasar seseorang dengan tujuan 
meningkatkan keterampilan dalam penguasaan bidang pekerjaan yang akan 
dijalani, serta kemampuan berorganisasi, bekerjasama, mengelola, dan 




2. Konsep Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills) 
a. Ciri–ciri Pendidikan Life Skills 
Berdasarkan Depdiknas (2003) ciri pendidikan life skills adalah: 
1) Terjadi proses identifikasi kebutuhan belajar. 
2) Terjadi proses penyadaran untuk belajar bersama. 
3) Terjadi keselarasan kegiatan belajar untuk mengembangkan diri. 
4) Terjadi proses penguasaan kecakapan personal, sosial, vokasional, 
akademik, menejerial, dan kewirausahaan. 
5) Terjadi proses pemberian pengalaman dalam melakukan pekerjaan 
dengan benar, menghasilkan produk bermutu. 
6) Terjadi proses interaksi saling belajar dari ahli. 
7) Terjadi proses penilaian kompetensi. 
8) Terjadi pendampingan teknis untuk bekerja atau untuk membentuk 
usaha bersama. 
Dari penjelasan tersebut maka SMK merupakan salah satu wadah 
yang tepat dalam menyelenggarakan program pendidikan kecakapan 
hidup atau life skills karena mengandung unsur-unsur atau nilai dari 
pendidikan kecakapan untuk diintegrasikan ke dalam proses 
pembelajarannya terhadap peserta didik. Hal tersebut juga diperkuat 
dengan kebijakan mengenai program pembelajaran baik dalam jalur 
pendidikan formal maupun non formal wajib memberikan keterampilan 




keterampilan tersebut diharapkan para peserta didik dapat memiliki bekal 
untuk dapat bekerja dan berusaha yang dapat mendukung pencapaian taraf 
hidup yang lebih baik (Direktorat Pendidikan Menengah Umum, 2002). 
b. Prinsip Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills) 
Direktorat Pendidikan Menengah Umum (2002) telah menetapkan 
prinsip pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup,  yaitu: 
1) Etika sosio religious bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila 
dapat diintegrasikan. 
2) Pembelajaran menggunakan prinsip learning to know, learning to do, 
learning to be, learning to life together and learning to cooperate. 
3) Pengembangan potensi wilayah dapat direfleksikan dalam 
penyelenggaraan pendidikan. 
4) Penetapan menejemen berbasis masyarakat, kolaborasi semua unsur 
terkait yang ada dalam masyarakat. 
5) Paradigma learning for life dan school for work dapat menjadi dasar 
kegiatan pendidikan, sehingga memiliki pertautan dengan dunia kerja, 
dan 
6) Penyelenggaraan pendidikan harus senantiasa mengarahkan peserta 
didik. 
Sedangkan menurut Slamet (dalam Anwar, 2006: 32-33), 





1) Didefinisikan dari hasil penelitian, pilihan-pilihan nilai, dan dugaan 
para ahli tentang nilai-nilai kehidupannya yang berlaku. 
2) Informasi yang telah diperoleh digunakan untuk mengembangkan 
kompetensi life skills yang menunjukkan kemampuan, kesanggupan, 
dan keterampilan untuk menjaga kelangsungan hidup dan 
perkembangannya dalam dunia yang sarat perubahan. 
3) Kurikulum/program dikembangkan berdasarkan kompetensi life skills 
yang telah dirumuskan memungkinkan dapat diajarkan/dikembangkan 
kepada peserta didik disusun berdasarkan kompetensi yang telah 
dipilih. 
4) Penyelanggaran life skills perlu dilaksanakan dengan jitu agar 
kurikulum berbasis life skills dapat dilaksanakan secara cermat. 
5) Evaluasi life skills perlu dibuat berdasarkan kompetensi yang telah 
dirumuskan pada langkah kedua. Karena evaluasi pembelajaran 
dirumuskan berdasarkan kompetensi, maka penilaian terhadap prestasi 
belajar peserta didik tidak hanya dengan tes tertulis, melainkan dengan 
unjuk kerja. 
Maka dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa 
penerapan dalam pendidikan life skills di sekolah diperlukan suatu 
perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan yang matang, serta evaluasi 
program yang telah terlaksana dijadikan hasil untuk menentukan 




c. Tujuan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills) 
Menurut isi Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional mengenai tugas dan fungsi pendidikan (Pendidikan 
Formal dan Pendidikan Non Formal) adalah mempersiapkan peserta didik 
agar mampu: 
1) Mengembangkan kehidupan sebagai pribadi. 
2) Mengembangkan kehidupan untuk masyarakat. 
3) Mengembangkan kehidupan untuk berbangsa. 
4) Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan yang lebih 
tinggi. 
Keempat tugas dan fungsi tersebut mengisyaratkan perlunya bahan ajar 
memuat keempat dimensi tujuan tersebut, yang pada intinya dapat 
memperlihatkan ukuran kinerja secara jelas bagi peserta didik (Anwar, 
2006: 31-32). 
Jadi jelas lah bahwa unsur-unsur tujuan dari pendidikan kecakapan 
hidup (life skills) termasuk dalam kaitannya tujuan pendidikan nasional 
yang pada dasarnya berusaha untuk meningkatkan kemampuan setiap 
individu melalui jalan pendidikan. Unsur dari tujuan tersebut kemudian 
diintegrasikan kedalam kurikulum yang tengah berlangsung dengan tujuan 






3. Integrasi Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills) di Sekolah 
Dalam perkembangannya, pendidikan kecakapan hidup atau life skills 
telah dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran di sekolah. Muatan 
materi pembelajarannya pun juga telah ditentukan oleh Departemen 
Pendidikan Nasional, antara lain ada empat jenis kecakapan yang harus dapat 
dikuasai peserta didik yaitu: 
a. Kecakapan personal (personal skills) menurut Hadiyanto yang mencakup 
kecakakapan mengenal diri sendiri (self awareness) yaitu penghayatan diri 
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga 
Negara, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang 
dimiliki, sekaligus menjadikannya sebagai modal dalam meningkatkan 
dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. 
Kecakapan lain yang termasuk pada cakupan  kecakapan personal adalah 
kecakapan rasional merupakan kecakapan mengolah informasi dan 
mengambil keputusan serta memecahkan masalah secara kreatif (Anwar, 
2006: 29). 
b. Kecakapan sosial (social skills) yaitu kecakapan komunikasi dengan 
empati, dan bekerja sama (Anwar, 2006: 30). Yang dimaksud disini 
adalah kemampuan individu untuk berinteraksi atau berkomunikasi 
dengan lingkungan dan masyarakat, serta mampu untuk melakukan 
kegiatan timbal balik dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi 




c. Kecakapan akademik (academic skills) yaitu kemampuan berpikir ilmiah 
pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecakapan berfikir rasional 
yang masih bersifat umum, kecakapan akademik sudah lebih mengarah 
kegiatan yang bersifat akademik/keilmuwan (Anwar, 2006: 30). Dengan 
kata lain kecakapan akademik merupakan kemampuan individu dalam 
mengembangkan dan meningkatkan daya berpikirnya, khususnya di 
bidang ilmiah, penguasaan materi pembelajaran serta hal lain yang 
berhubungan dengan prestasi belajar sebagai peserta didik di sekolah. 
d. Yang terakhir adalah kecakapan vokasional (vocational skills) yang sering 
dikaitkan dengan kejuruan atau bidang pekerjaan tertentu. 
Dari ke empat jenis kecakapan diatas dikategorikan lagi menjadi dua 
sub pokok bahasan, yaitu GLS kepanjangan dari General Life Skills yang 
mencakup kecakapan personal dan kecakapan sosial, dan SLS kepanjangan 
dari Spesific Life Skills yang mencakup kecakapan akademik dan kecakapan 
vokasional, pembagian menurut Ditjen Penmum 2002 (Anwar, 2006: 28). 
Penjelasan lebih lanjut diungkapkan oleh Anwar mengenai GLS merupakan 
bagian dari kecakapan hidup yang lebih bersifat umum karena diperlukan oleh 
siapapun, baik mereka yang telah bekerja, mereka yang tidak 
bekerja/penganggur, dan mereka yang sedang menempuh pendidikan (Anwar, 
2006: 30). 
Jadi dapat dikatakan bahwa GLS sangat penting bagi tiap individu, 




manusia untuk dapat beradaptasi di masyarakat maupun lingkungan. Hal ini 
berhubungan dengan sifat dan sikap individu dalam kehidupan kesehariannya, 
tentunya kecakapan tersebut juga harus diberengi penjiwaan dengan akhlaq 
yang mulia (Anwar, 2006: 30). 
Sementara itu SLS sendiri menurut Anwar diperlukan seseorang untuk 
menghadapi problema bidang tertentu. Jenis kecakapan ini bersifat khusus 
atau kompetensi teknis (technical competencies) yang terkait dengan materi 
mata pelajaran atau mata diklat tertentu dan pendekatan pembelajarannya 
(Anwar, 2006: 30). Kaitannya dengan penelitian ini adalah pada tahap 
selanjutnya yang akan menjadi topik pembahasan utama mengenai SLS dan 




C. Program Kecakapan Vokasional di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
1. Konsep Program Kecakapan Vokasional 
Selanjutnya dalam kajian ini akan difokuskan lagi mengenai empat 
jenis kecakapan yang harus diberikan dari sekolah dan dapat dikuasai oleh 
setiap peserta didik terdapat salah satunya kecakapan yang erat hubungannya 
dengan pendidikan di jenjang sekolah menengah khususnya SMK, yaitu 
orientasi utamanya adalah pada pengembangan program kecakapan 
vokasional (vocational skills) atau kejuruan. 
Dalam jenjang pendidikan SMK kecakapan vokasional wajib 
diberikan sebagai antisipasi memasuki dunia kerja apabila lulusan tidak 
melanjutkan pendidikan (Anwar, 2006: 36). Kecakapan vokasional yang 
bersifat teknis pada SMK seperti keterampilan dalam bidang tertentu dan 
kursus mengenai bidang pekerjaan tertentu yang akan ditekuni oleh peserta 
didik kelak jika ia lulus esok. 
Pengertian tentang kecakapan vokasional merupakan suatu program 
yang termasuk ke dalam pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang erat 
kaitannya dengan keterampilan atau keahlian dalam bidang tertentu. Dengan 
kata lain kecakapan vokasional sering disebut juga “kecakapan kejuruan”, 
yang juga diterapkan pada proses pembelajarannya di SMK, karenanya dalam 
pendekatan pembelajaran di SMK seorang peserta didik sudah diarahkan 




Sedangkan menurut Mager dan Beach mengembangkan pengajaran 
vokasional/kejuruan merupakan langkah yang terlibat dalam menyiapkan 
pengajaran yang dapat menunjukkan bahwa pengajaran itu memudahkan 
siswa. Dengan cara itu, masalahnya bukan apa yang paling mudah dapat 
dilakukan, tetapi apa yang paling profesional. Artinya bahwa dalam 
pengembangan pendidikan vokasional pembelajaran praktek keterampilan itu 
berbeda dengan mengerjakan keterampilan tersebut, diperlukan prosedur 
dalam sistem pengembangan di setiap mata pelajarannya (Marger\Beach, Jr, 
1996: 14a-15a). 
Sementara menurut Nurhadi (2008) pendidikan vokasional merupakan 
pendidikan untuk penguasaan pengetahuan dan ketrampilan yang mempunyai 
nilai ekonomis, sesuai dengan kebutuhan pasar dengan education labor 
coefficient tinggi. Implikasi bagi pendidikan vokasinal adalah : a) Magang 
atau internship yang terprogram harus menjadi bagian dari sistem pendidikan 
vokasional, karena banyak ketrampilan teknis, sikap, kebiasaan, dan 
emosional hanya dapat diperoleh melalui on the job training, b)  Dalam on the 
job training ketrampilan yang dipelajari termasuk yang bersifat general 
maupun spesifik, c)  Karena general training mempunyai nilai ekenomis yang 
lebih lama dan menjadi fondasi, maka perlu kuat, d) Spesific training harus 
selalu di up to date sesuai dengan kebutuhan pasar, e) Training untuk 
memiliki ketrampilan cara memperoleh dan menggali informasi menjadi 




Maka dari pengertian diatas mengenai kecakapan vokasional dapat 
disimpulkan bahwa kecakapan vokasional merupakan bagian dari salah satu 
aspek yang harus diterapkan dalam pendidikan kecakapan hidup atau life 
skills. Pengembangan kecakapan vokasional bertujuan untuk mengembangkan 
keterampilan siswa dalam penguasaan bidang tertentu atau kejuruan sebagai 
bekal saat siswa tersebut lulus dalam menghadapi dunia kerja menjadi tenaga 
terampil dan professional di bidangnya. 
2. Pengembangan Kecakapan Vokasional 
Berdasarkan kurikulum tahun 1999 SMK menerapkan dan 
mengembangkan 93 program kejuruan yang tercakup dalam 22 bidang 
kejuruan. Selanjutnya pada jenjang pendidikan di SMK diorientasikan pada 
pengembangan program kecakapan vokasional yang bekerjasama dengan 
BLK (Badan Latihan Kerja) dan Lemdiklat (Lembaga Pendidikan dan 
Pelatihan). Program kecakapan vokasional yang dikembangkan diantaranya 
adalah: 
a. Bidang kejuruan teknologi mekanik, meliputi sub kejuruan pemipaan, las 
karbit, las listrik, pekerjaan logam, tempa, dan cetakan. 
b. Otomotif meliputi sub kejuruan mesin bensin, mesin disel, motor, sticking 
motor, body repair, dan pengemudi. 
c. Listrik meliputi sub kejuruan radio, televise, instalasi penerangan, instalasi 




d. Konstruksi meliputi sub kejuruan konstruksi bangunan, konstruksi batu, 
konstruksi kayu, furniture, Tk. Bakesting, dan gambar bangunan. 
e. Tata niaga meliputi sub kejuruan sekertaris, mengetik, tata buku, bahasa 
inggris, perkantoran, perhotelan, dan computer. 
f. Aneka kejuruan meliputi sub kejuruan menjahit, kerajinan logam, 
kerajinan kayu, pembatikan tata rias rambut, plating, keramik, border, dan 
wira usaha. 
g. Pertanian meliputi sub kejuruan pertanian, perkebunan, peternakan 
unggas, perikanan, prosesing, dan holtikultura. 
h. Bisnis dan menejemen meliputi akuntansi, sekertaris, mengetik, dan 
pemasaran. 
i. Teknik/teknologi meliputi computer, montir mobil, sepeda motor, 
permesinan, elektronika. 
j. Bahasa asing meliputi bahasa inggris, jepang, dan mandarin. 
k. Pariwisata meliputi perhotelan, jasa pariwisata, boga, rias pengantin, 
kecantikan kulit dan rambut. 
l. Busana meliputi desain busana, menjahit. 
m. Lain-lain meliputi keperawatan, perikanan, public relation, penyiar, ukir, 
musik/karawitan, akupuntur, terapizona, dan seni tari. 
Selanjutnya, menurut Anwar ada kecenderungan yang dikembangkan 
kejuruan oleh SMK secara mengelompok (terkonsentrasi) pada program 




sebagian besar siswa hanya memilih pada bidang kejuruan tertentu seperti 
teknologi, bisnis, dan menejemen. Sedangkan bidang kejuruan lain seperti 
pariwisata, pertanian, dan seni rupa dan kerajinan sering kurang diminati 
siswa (Anwar, 2006: 38). 
Hal ini maka dapat dianalisis mengenai permasalahan yang ada bahwa 
tidak meratanya  minat peserta didik terhadap pendidikan kejuruan di semua 
bidang. Kecenderungan tersebut menghasilkan tingkat pengangguran yang 
cukup tinggi pada lulusan SMK disebabkan oleh jumlah lulusan yang 
menguasai keterampilan khusus (kejuruan, vokasional) tidak sesuai dengan 
permintaan kebutuhan pasar industri maupun jasa yang tersedia pada lapangan 
pekerjaan. 
D. Penelitian yang Relevan 
Penelitian yang berjudul “Implementasi Pendidikan Life Skills Dalam 
Membentuk Kecakapan Vokasional Peserta Didik Di SMK Negeri 1 Trucuk 
Klaten” memiliki relevansi dengan judul skripsi “Studi tentang Komponen 
Pembelajaran Kecakapan Hidup (Life Skill) di SMK Negeri 1 Singosari Malang” 
oleh mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri 
Malang yang bernama Maya Agustina Purwandani. 
Selanjutnya pada penelitian skripsi yang lain dengan judul “Pelaksanaan 
Program Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) Pada Program Keahlian 




Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi universitas Negeri Yogyakarta yang 
bernama Agustina Sulistyawati. 
Kesimpulan dari hasil penelitian kedua ini adalah terimplementasinya 
program pendidikan life skills di SMK tersebut secara efektif dan maksimal, 
sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam sturktur kurikulum maupun 
peraturan yang menyangkut pendidikan kecakapan hidup atau life skills oleh 
pemerintah. Pada penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas, karena pada 
penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pendidikan kecakapan hidup (life 
skills) di SMK N 1 Trucuk Klaten, faktor penghambat serta strategi yang 
dilakukan pihak lembaga dalam mengatasi kendala tersebut. 
Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian di atas adalah pada 
penelitian ini lebih mengkaji tentang implementasi kebijakan pendidikan 
kecakapan hidup, faktor penghambat, serta strategi yang dilakukan oleh pihak 
sekolah dalam mengatasi kendala tersebut. 
E. Kerangka Berpikir 
Konsep pendidikan kecakapan hidup atau life skills merupakan tuntutan 
hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan yang sejak dulu terus dijalankan dan 
dikembangan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas kehidupannya dan 
sebagai tantangan kesiapan bangsa dalam menghadapi persaingan di era 
globalisasi. 
Dalam mengahadapi persaingan di era globalisasi khususnya dibidang 




mampu bekerja secara profesional dan kompeten. Hal ini juga menjadi tujuan 
pendidikan nasioanal yang tertulis dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003. 
Melalui kebijakan pendidikan tersebut, pendidikan kecakapan hidup atau life 
skills diintegrasikan ke dalam kurikulum di berbagai jenjang pendidikan, baik 
formal maupun nonformal, salah satunya adalah di Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK). 
SMK menjadi salah satu lembaga formal dimana kurikulumnya 
terintegrasi dengan konsep pendidikan kecakapan hidup atau life skills melaluli 
program pengembangan kecakapan vokasional. Tertera pada PP No. 17/2010 
pasal 80 dan juga UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 15 mengenai jenis pendidikan 
mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, 
dan khusus. 
Maka dari penjelasan peraturan kebijakan di atas dapat disimpulkan 
bahwa, SMK menjadi salah satu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan 
formal yang bertujuan untuk mempersiapkan lulusan yang mampu dan siap terjun 
ke dunia kerja dan usaha. Berbekal dengan pendidikan kecakapan hidup atau life 
skills yang diberikan oleh pihak sekolah diharapkan mampu meningkatkan 
kemampuan dasar peserta didik. 
Namun bila melihat realiatas yang ada sering dijumpai kegagalan atau 
kekurangan dari implementasi dan pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup atau 
life skills disekolah. Indikatornya adalah tingkat keterserapan lulusan SMK yang 




yang dimiliki lulusan masih dinilai kurang dalam penguasaan bidang keahlian 
tertentu atau terbatas pada kurang diminatinya profil lulusan di pasar kerja. 
Salah satu solusinya adalah mengoptimalkan pendidikan kecakapan hidup 
atau life skills melalui program kecakapan vokasional dengan tujuan 
meningkatkan kempetensi dasar peserta didik. Penggunaan metode pendekatan 
implementasi kebijakan sekolah berpengaruh terhadap proses pendidikan yang 
tengah berlangsung dan sebagai bahan evaluasi untuk acuan memperbaiki 

























Gambar 1. Kerangka Pikir  
UU No. 20 tahun 2003 Pasal 15 
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F. Pertanyaan Penelitian 
1. Bagaimana kebijakan sekolah mengenai pendidikan kecakapan hidup (life 
skills)? 
2. Lalu bagaimana dengan adanya perubahan kurikulum yang sering terjadi? 
3. Ada tidak persiapan-persiapan yang dilakukan sekolah untuk 
mengimplementasikan pendidikan life skills? 
4. Langkah apa saja yang dilakukan oleh sekolah dalam mengimplementasikan 
pendidikan life skills? 
5. Lalu untuk pendekatannya seperti apa pak yang dilakukan untuk 
mengimplementasikan pendidikan life skills di sekolah? 
6. Selain pendekatan tersebut, langkah apa lagi yang sekolah lakukan dalam 
mengimplementasikan pendidikan life skills? 
7. Bagaimana langkah sekolah dalam menyesuaikan pendidikan life skills 
dengan kurikulum sering berganti-ganti? 
8. Seperti apa peran sekolah terhadap implementasi pendidikan life skills? 
9. Keberhasilan implementasi pendidikan life skills di sekolah dipengaruhi oleh 
faktor apa saja? 
10. Dukungan seperti apa yang dilakukan sekolah dalam implementasi pendidikan 
life skills? 






A. Jenis Penelitian 
Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip Moloeng 
(2002: 3) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang diamati. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (1998: 245-
247) membedakan jenis penelitian kualitatif berdasarkan sifat dan analisis 
datanya menjadi dua jenis, yaitu: 
1. Riset deskriptif yang bersifat eksploratif bertujuan untuk 
menggambarkan keadaan atas suatu fenomena. 
2. Riset deskriptif yang bersifat developmental digunakan untuk 
menemukan suatu metode atau pratotip. 
Maka berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 
termasuk jenis penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif yang 
bersifat eksploratif karena penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran 
keadaan yang sebenarnya mengenai implementasi pendidikan kecakapan 
hidup dalam membentuk kecakapan vokasional serta peranannya dari sekolah 
terhadap kebijakan tersebut. 
B. Setting Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di SMK N 1 Trucuk Klaten yang berlokasi di 
Jl. DPU Ngaran Mlese Km. 04 Sabranglor, Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. 
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Sebelumnya sekolah ini lebih dikenal dengan STM Pertanian karena dulunya 
bernama STM Pertanian Delanggu yang didirikan oleh mahasiswa UGM 
tahun 1964 di Delanggu, Klaten. 
SMK N 1 Trucuk merupakan salah satu institusi pendidikan formal 
sekolah menengah kejuruan (SMK) yang bergerak di bidang keahlian 
pertanian, peternakan, teknik otomotif, dan kimia industri dengan masa 
pendidikan kepada peserta didik selama 3 tahun yang terbagi atas 3 kelas 
tingkatan dalam waktu 1 tahun pelajaran yaitu, kelas X, XI, dan XII. 
C. Subyek Penelitian 
Subyek utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala 
sekolah, dan guru di SMK N 1 Trucuk Klaten. Khususnya pada saat 
berlangsungnya proses pembelajaran mengenai pendidikan kecakapan hidup 
yang dijalankan oleh sekolah untuk mendukung pengembangan dan 
peningkatan kecakapan vokasional peserta didik. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam 
penelitian, karena data yang terkumpul akan dijadikan sebagai bahan untuk 
analisis data penelitian. Teknik ini juga dapat membantu untuk memperoleh 
data yang valid dan reliable. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi 






Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara fenomenologi 
terhadap narasumber yang menjadi subjek penelitian. Menurut Moleong 
(2005: 181) merupakan alat yang umum digunakan oleh para pengamat 
dalam situasi pengamatan tak berperan serta. Pengamatan yang dilakukan 
melihat bentuk partisipasi yang dilakukan guru dalam setiap tahap 
pembuatan kebijakan sekolah. Pengamatan juga dilakukan untuk melihat 
kultur kerja di sekolah dan sikap guru dalam merespon perintah dan 
himbauan dari sekolah. 
2. Teknik Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara yang 
mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yaitu pihak yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2002). Dalam 
penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk ditujukan kepada 
kepala sekolah dan guru sebagai nara sumber utama dalam 
mengungkapkan implementasi pendidikan life skills di sekolah. 
3. Dokumentasi 
Menurut Moleong dokumentasi adalah setiap bahan tertulis 
ataupun film lain dari rekaman yang dipersiapkan karena adanya 
permintaan dari seorang penyelidik. dokumentasi yang dimaksud dapat 
berupa tulisan, gambar, maupun rekaman dari nara sumber terkait untuk 
mendapatkan data yang sebenarnya. 
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E. Instrumen Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pedoman observasi, wawancara, 
dokumentasi. Instrumen tersebut disusun berdasarkan fokus penelitian yakni, 
implementasi kebijakan kecakapan hidup di SMK N 1 Trucuk. 
Adapun kisi-kisi untuk penyusunan pedoman observasi dan 
wawancara adalah sebagai berikut: 
Tabel 1. Kisi-kisi Pedoman Wawancara 
No. Indikator 
1. Contoh riil penerapan implementasi pendidikan kecakapan hidup di 
SMK N 1 Trucuk 
2. Contoh riil keterlibatan kepala sekolah dalam menentukan kebijakan 
kecakapan hidup di sekolah 
3. Persepsi kepala sekolah tentang pendidikan kecakapan hidup 
4. Persepsi guru tentang pendidikan kecakapan hidup 
5. Persepsi peserta didik tentang pendidikan kecakapan hidup 
6. Kendala yang terjadi dalam implementasi pendidikan kecakapan 
hidup 
7. Upaya mengatasi kendala yang terjadi dalam implementasi 
pendidikan kecakapan hidup. 
 
F. Teknik Analisis Data 
Dalam tahap analisis data peneliti memilih dan memilah data sesuai 
dengan fokus pembahasan yang tengah diteliti. Analisis data dilakukan agar 
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data yang sudah didapat diolah dan disusun sesuai dengan sistematikan 
laporan penelitian. Dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan teknik 
analisis data Deskriptif dengan langkah-langkah berupa reduksi data, 
kategorisasi data, dan sintesisasi data. 
Penelitian yang dilakukan memperoleh berbagai macam data dari 
berbagai macam sumber. Data tersebut tidak semua digunakan dan dicari data 
mana yang  penting untuk menjadi pembahasan pada laporan penelitian. 
Reduksi data menurut Moleong (2005:288) “merupakan bagian terkecil  yang 
ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan  
masalah penelitian.” Dalam  mereduksi data, peneliti memilah data dalam  
wawancara, pengamatan, dan dokumen untuk mendapatkan bagian-bagian 
terkecil yang dianggap penting dan bermanfaat bagi penelitian. Data yang 
telah didapatkan di lapangan tidak serta merta langsung dapat digunakan. Data 
tersebut diolah terlebih dahulu dengan menggunakan kategorisasi data. 
Kategorisasi data menurut Moleong (2005:288) “memilah-milah setiap satuan 
ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.” Pengkategorian data dalam 
penelitian ini dilakukan untuk memasukkan data-data yang memiliki 
kesamaan dalam hal keterangan narasumber, pengamatan peristiwa, dan juga 
dokumentasi. 
Analisis data yang sudah dikategorisasikan selanjutnya dimasukkan 
dalam laporan penelitian dan dijadikan acuan dalam menuliskan pembahasan. 
Langkah yang dilakukan dalam pembahasan adalah dengan melakukan 
sintesisasi data seperti yang dikatakan oleh Moleong (2005:289) “peneliti 
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mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya.” Data yang 
dikaitkan diantaranya seperti keterangan narasumber, pengamatan peristiwa, 
dan juga data dokumentasi di lapangan. 
G. Keabsahan Data 
Dalam teknik validitas data dalam penelitian ini digunakan teknik 
trianggulasi data penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Sukardi 
2006:106) “Trianggulasi secara normal digunakan untuk melindungi peneliti 
dari bias melalui membandingkan data dari beberapa informasi yang 
berbeda.” Bias dalam penelitian ini bisa terjadi apabila peneliti tidak 
melakukan pengecekan data dengan membandingkan dan mencari kesamaan 
data penelitian. Trianggulasi juga disebut sebagai teknik pengerucutan data. 
Data yang dianggap penting dikerucutkan sampai mendapatkan data yang 
sesuai dan dapat dilihat keabsahannya.Teknik trianggulasi merupakan cara 
untuk menghilangkan perbedaan yang mungkin terjadi dan menghilangkan 
keraguan peneliti dalam melakukan pembahasan. 
Penelitan ini dapat dikatakan valid/sah apabila setiap data yang telah 
didapat dari penelitian menerapkan teknik pengabsahan trianggulasi. Teknik 
trianggulasi Moleong (2005:329) yang digunakan diantarnya seperti(1) 
trianggulasi dengan sumber, (2) trianggulasi metode dan (3) trianggulasi teori. 
1. Trianggulasi sumber seperti yang dikatakan Moleong (2005:330) berarti 
“membandingkan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 
yang berbeda.” Trianggulasi sumber dilakukan untuk mengecek apakah 
data yang didapat sesuai dengan pernyataan dari satu sumber dengan 
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sumber yang lain. Cara yang dilakukan dapat berupa membandingkan 
data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Selanjutnya 
membandingkan apa yang dikatakan guru dengan apa yang dikatakan oleh 
wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah. Dapat juga membandingkan 
pengamatan dengan keterangan dari wawancara narasumber. 
2. Trianggualasi metode seperti yang dijelaskan oleh Moleong (2005:331) 
dengan “melakukan pengecekan data dan penemuan hasil penelitian dari 
beberapa teknik pengumpulan data.” Keabsahan data dapat dilakukan 
dengan melakukan pengecekan dan membandingkan data hasil 
wawancara, data pengamatan serta data dari dokumen penelitian seperti 
foto dan notulensi rapat. 
3. Trianggulasi teori adalah membandingkan hasil penelitian dan 
pembahasan dengan kajian pustaka yang telah dituliskan untuk mencari 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi SMK Negeri 1 Trucuk Klaten 
SMK Negeri 1 Trucuk, salah satu institusi pendidikan di Kabupaten 
Klaten dengan alamat lengkap di Jl. DPU Ngaran Mlese Km. 04, Sabranglor, 
Trucuk. Lembaga ini pada awalnya tidak di Trucuk, tetapi mempunyai 
sejarah. Didirikan pada tahun 1964 di Desa Banaran, Delanggu oleh siswa 
Pertanian UGM Delanggu dan sekitarnya. Selama era ini, sektor pertanian 
merupakan pokok utama mendasari bidang ekonomi, ide untuk membangun 
sebuah institusi pendidikan di bidang pertanian sangat penting karena 
berbagai pembangunan dan perbaikan maka didirikan lah STM Pertanian 
Delanggu. 
Seiring dengan perhatian pemerintah dalam bidang pendidikan, pada 
tahun 1965 STM Pertanian Delanggu mendapatkan surat keputusan (SK) 
Pendirian dan diotorisasi untuk menjadi STM Pertanian Delanggu. Awalnya, 
hanya satu jenis program pendidikan, yaitu pertanian. Dan pada tahun 1988 
ada sedikit perubahan pada progam pendidikannya, yaitu 2 progam, 
Budidaya dan Peternakan. Setiap perubahan dan perkembangan mungkin 
telah dirasakan. Dengan perubahan peraturan di bidang pendidikan, maka 
pada tahun 1990 namanya diubah lagi menjadi STM Pertanian Delanggu 
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dengan 2 program studi yaitu keahlian Agronomi dan Peternakan. Karena 
faktor tanah wilayah dan ketersediaan fasilitas infrastruktur dalam 
pengembangan pendidikan, pada tahun 1993 bagian dari pembelajaran untuk 
beralih ke Trucuk Klaten. Dengan bergerak, nama instansinya juga akan 
berubah di STM Delanggu di Trucuk. Dan pada tahun 1999 berubah lagi 
menjadi SMK Negeri 1 Trucuk. 
Sektor pendidikan menjadi yang paling penting dalam 
pengembangan pembangunan negeri ini, dan semakin meningkatnya 
kebutuhan untuk meningkatkan teknologi dan perkembangan zaman. Pada 
tahun 2000, sekolah menambahkan satu program keahlian yaitu Teknik 
Mesin Otomotif, tapi di sini tidak menyimpang dari arah awal dasar 
didirikan sekolah ini yaitu pertanian. Pada tahun 2004, sekolah 
menambahkan satu program keahlian, yaitu Kimia Industri. Dan sampai kini 
SMK N 1 Trucuk mempunyai 4 program keahlian yaitu Budidaya Tanaman 
Pertanian, Budidaya Peternakan, Teknik Mekanik Otomotif, dan Kimia 
Industri. 
Pemerintah juga tidak mengabaikan dunia pendidikan, perlahan 
mencoba untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pada tahun 2005, 
lembaga ini mempunyai kesempatan nominasi sebagai SSN (Sekolah 
Standar Nasional). Langkah demi langkah dan kemudian berkembang di 
tahun 2007 memiliki peringkat sebagai Swadaya SMK SBI (sekolah 
internasional). Selain itu, pada 2008 memiliki badan sertifikasi penerapan 
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manajemen mutu ISO 9001: 2000. Pada tahun 2015 SMK Negeri 1 Trucuk 
menambahkan satu program keahlian yaitu Multimedia, sehingga sampai 
saat ini terdapat 5 program keahlian yaitu keahlian Budidaya Tanaman 
(Pertanian), Budidaya Peternakan, Teknik Mekanik Otomotif, Kimia Industri 
dan Multimedia. 
SMK N 1 Trucuk memiliki visi “Menjadikan SMK Terunggul dan 
Berwawasan Lingkungan di Indonesia Tahun 2020. Sedangkan misi SMK 
Negeri 1 Trucuk adalah: 
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang memenuhi standar 
nasional pendidikan dengan menambahkan pembekalan melalui 
Teaching Factory dan Community Collage. 
b. Menghasilkan tenaga kerja terampil sesuai bidang keahliannya yang 
mampu bersaing di pasar kerja nasional / internasional atau menjadi 
wirausahawan yang tangguh dan mampu menyediakan lapangan kerja 
bagi orang lain. 
c. Menata manajemen sekolah yang responsif terhadap perubahan tuntutan 
masyarakat, DU/DI dan Stakeholder. 
d. Secara bertahap mendorong tiap-tiap program keahlian menjadi 
lembaga diklat berstandar nasional / internasional. 
e. Menerapkan manajemen mutu menuju manajemen mutu stantar ISO 
9001:2008. 
f. Menjadikan sekolah sebagai sumber informasi dan pusat kebudayaan. 
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g. Mengadopsi Manajemen Lingkungan Standar ISO 14001:2004 
Sekolahan ini memiliki infrastruktur yang memadahi diantaranya 
adalah terdapat 15 ruang kelas, 2 lab komputer, lab otomotif, lab busana, lab 
listrik, lab multimedia, dan lab TKJ (Teknologi Jaringan Komputer). Selain 
ruangan yang menunjang praktek kejuruan yang terdapat di SMK N 1 
Trucuk ini, terdapat beberapa infrastruktur yang dapat menunjang kegiatan 
baik dalam bidang akademik maupun non akademik, diantaranya adalah, 
ruang pramuka, ruang UKS, lapangan olah raga, panggung terbuka, ruang 
OSIS, ruang PMR, Mushola dan masih banyak infrastruktur yang 
difasilitaskan untuk menunjang segala aktifitas siswa di SMK N 1 Trucuk. 
2. Kebijakan Sekolah terhadap Pendidikan Kecakapan Hidup 
Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala sekolah, 
kebijakan sekolah terhadap pendidikan life skills dipergunakan untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional Indonesia. Dimana tujuan pendidikan 
nasional Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak yang  mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Maka dari 
itu, sekolahan menerapkan pendidikan life skills. 
Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala 




“pendidikan life skill itu memang dibutuhkan khususnya di 
sekolah menengah kejuruan, sekolah menuntut siswa agar siap 
menghadapi dunia kerja, maka dari itu kebijakan penerapan 
pendidikan life skill sangat dibutuhkan di SMK.” 
 
Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan life skill dibutuhkan di SMK 
dengan tujuan menyiapkan peserta didik untuk menghadapi dunia kerja. Hal 
ini dikarenakan pendidikan life skill merupakan kecakapan yang dibutuhkan 
untuk bekerja selain kecakapan dalam bidang akademik. 
Berdasarkan tujuan tersebut, maka peranan dan fungsi serta tugas 
dari pendidikan sekolah khususnya di SMK adalah mempersiapkan peserta 
didik agar mampu: (1) mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, (2) 
mengembangkan kehidupan untuk bermasyarakat, (3) mengembangkan 
kehidupan untuk bernegara dan berbangsa, (4) mempersiapkan peserta didik 
untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Konsekuensinya adalah apa 
yang diajarkan harus menampilkan sosok utuh ke empat kemampuan 
tersebut. 
Pendidikan life skill muncul sebagai alternatif dan usaha untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut. Lebih lanjut dijelaskan 
oleh kepala sekolah tentang kebijakan pendidikan life skill 
“Pengenalan kecakapan hidup (life skill) terhadap peserta didik 
bukanlah untuk mengganti kurikulum, akan tetapi untuk melakukan 
reorientasi terhadap kurikulum yang ada sekarang agar benar-benar 
dapat merefleksikan nilai-nilai kehidupan nyata. Jadi pendidikan 
kecakapan hidup merupakan upaya untuk menjembatani kesenjangan 
antara kurikulum dengan tuntutan kehidupan nyata, dan bukan untuk 
merombaknya. Penyesuaian-penyesuaian kurikulum terhadap tuntutan 
kehidupan perlu dilakukan mengingat kurikulum memang dirancang 
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pertama pelajaran yang belum tentu sesuai dengan tuntutan kehidupan 
nyata yang umumnya bersifat utuh. Selain itu, kehidupan memilki 
karakteristik untuk berubah, sehingga sudah sewajarnya jika kurikulum 
perlu didekatkan  dengan kehidupan nyata.” 
 
Berdasarkan penjelasan tersebut, perlu adanya langkah-langkah yang 
disusun untuk mengimplementasi kebijakan sekolah terhadap pendidikan life 
skill. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sekolah dalam implementasi 
pendidikan life skill salah satunya dalah menentukan pendekatan yang akan 
digunakan dalam implementasi pedidikan life skill. Berikut penjelasan yang 
diberikan kepala sekolah: 
 “…kalau persiapan dalam mengimplementasikan pendidikan life skill 
di sekolah jelas ada mas. Semua persiapan yang dilakukan agar 
pendidikan life skill dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan 
yang telah ditetapkan….” 
 
Lebih lanjut tentang langkah-langkah yang dilakukan seskolah dalam 
mengimplementasikan pendidikan life skill yang dijelaskan oleh kepala 
sekolah. Berikut hasil wawancara dengan kepala sekolah: 
“…kalau langkah-langkah yang sekolah lakukan salah satunya adalah 
menentukan jenis pendekatan yang akan digunakan, penyesuaian 
pendidikan life skill dengan kurikulum yang berlaku saat ini, 
menyiapkan SDM nya dalam hal ini guru dan strategi yang digunakan 
dalam pendidikan life skill…” 
 
Langkah-langkah yang dilakukan sekolah dalam mengimplementasikan 
pendidikan life skill diantaranya adalah menentukan pendekatan, penyesuaian 
kurikulum, menyiapkan SDM dan menentukan strategi yang digunakan dalam 
implementasi pendidikan life skill. 
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Pendekatan yang digunakan sekolah dalam mengiplementasikan 
pendidikan life skill adalah pendekatan prosedural dan manajerial seperti yang 
telah dijelaskan oleh kepala sekolah tentang pendekatan yang digunakan 
dalam implementasi pendidikan life skill. Berikut hasil wawancara dengan 
kepala sekolah: 
“…selama ini sekolah melakukan pendekatan dengan mengembangkan 
proses dan prosedur pendidikan yang dianggap relavan dengan 
kebutuhan yang diperlukan siswa nantinya. Jadi pada intinya ya 
sekolah mengimplementasikan pendidikan life skill disesuaikan dengan 
jurusannya masing-masing, yang terpenting adalah bagaimana anak itu 
nantinya dapat dengan cepat menyesuaikan dirinya di dunia pekerjaan, 
harapannya seperti itu..." 
 
Berdasarkan penjelasan yang diberikan kepala sekolah mengenai 
pendekatan yang digunakan sekolah dalam rangka mengimplementasikan 
pendidikan life skill, sekolah menggunakan pendekatan prosedural dan 
menejerial untuk mengimplementasikan pendidikan life skill. Langkah 
berikutnya dijelaskan lebih lanjut oleh kepala sekolah. Berikut penjelsan lebih 
lanjut yang diberikan kepala sekolah mengenai langkah-langkah dalam 
implementasi pendidikan life skill: 
 “…selain pedekatan itu, sekolah juga harus menyesuaikan pendidikan 
life skill dengan kurikulum yang ada, apa lagi saat ini kurikulum yang 
masih belum pasti, ya jadinya fleksibel saja yang terpenting tujuan yang 
diharapkannya dapat tercapai, lalu yang jelas sekolah juga menyiapkan 
gurunya agar dapat meng intergritaskan pendidikan life skill kedalam 




Berdasarkan penjelasan yang disampaikan kepala sekolah, dapat 
disimpulkan bahwa penerapan pendidikan kecakapan hidup perlu disesuiakan 
dengan kurikulum yang sudah ada. Hal ini dikarenakan setiap perubahan 
kurikulum yang terjadi belum tentu sesuai dengan kebutuhan peserta didik 
untuk mempersiapkan diri di dunia kerja. Penyesuaian pendidikan kecakapan 
hidup terhadap kurikulum, perlu beberapa kajian terlebih dahulu, sebagaimana 
yang dijelaskan oleh kepala SMK Negeri 1 Trucuk Klaten berikut ini: 
“…untuk menyesuaikan dan pengembangan pendidikan berbasis 
kecakapan hidup idealnya ditempuh secara berurutan sebagai berikut:   
Pertama, diidentifikasi masukan dari hasil penelitian, pilihan-pilihan 
nilai dan dugaan para ahli tentang nilai-nilai kehidupan nyata yang 
berlaku. Kedua, masukan tersebut kemudian digunakan sebagai bahan 
untuk mengembangkan kompetensi kecakapan hidup. Kompetensi 
kecakapan hidup yang dimaksud harus menunjukkan kemampuan, 
kesanggupan dan keterampilan untuk menjaga kelangsungan hidup dan 
perkembangannya dalam dunia yang syarat dengan perubahan. Ketiga, 
kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi kecakapan hidup 
yang telah dirumuskan. Artinya, apa yang harus, seharusnya, dan yang 
mungkin diajarkan kepada peserta didik disusun berdasarkan 
kompetensi yang telah dikembangkan. Keempat, penyelenggaraan 
pendidikan kecakapan hidup perlu dilaksanakan dengan jitu agar 
kurikulum berbasis kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara 
cermat…” 
 
Berdasarkan penjelasan tersebut, diperlukan hal-hal yang dibutuhkan 
dalam penyelenggaraan pendidikan life skill atau kecakapan hidup seperti 
tenaga kependidikan (guru), pendekatan-strategi-metode pembelajaran, 
media pendidikan, fasilitas, tempat belajar dan durasi belajar, harus siap. 
Kelima, evaluasi pendidikan kecakapan perlu dibuat berdasarkan kompetensi 
kecakapan hidup yang telah dirumuskan pada langkah yang kedua. Karena 
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evaluasi belajar disusun berdasarkan kompetensi, maka penilaian terhadap 
prestasi belajar peserta didik tidak hanya dengan pensil and paper test, 
melainkan juga dengan performance test dan bahkan dengan evaluasi 
otentik. 
Kebijakan sekolah terhadap pedidikan kecakapan hidup perlu 
dikembangkan khususnya di sekolah menengah kejuruan, hal ini 
dikarenakan sekolah harus dapat memberikan alternatif dan usaha untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut selain dibidang akademik. 
Berikut langkah yang digunakan sekolah untuk mengimplementasikan 
pendidikan life skills secara runtut adalah: 
1) mengidentifikasi masukan dari hasil penelitian, pilihan-pilihan nilai dan 
dugaan para ahli tentang nilai-nilai kehidupan nyata yang berlaku. 2) 
masukan tersebut kemudian digunakan sebagai bahan untuk 
mengembangkan kompetensi kecakapan hidup. Kompetensi kecakapan 
hidup yang dimaksud harus menunjukkan kemampuan, kesanggupan dan 
keterampilan untuk menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya 
dalam dunia yang syarat dengan perubahan. 
3) kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi kecakapan hidup yang 
telah dirumuskan. Artinya, keseharusan yang diajarkan kepada peserta didik 
disusun berdasarkan kompetensi yang telah dikembangkan. 
61 
 
4) penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup perlu dilaksanakan dengan 
jitu agar kurikulum berbasis kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara 
cermat. 
Selain itu implementasi pendidikan life skill sekolah melakukan 
pendekatan prosedural dan menjerial, menyesuaikan pendidikan life skill 
dengan kurikulum yang berlaku, mengintegralkan pendidikan life skill  
didalam mata pelajaran, pemantauan keberhasilan pendidikan life skill, 
sekolah melakukan evaluasi dari berbagai bidang seperti, tenaga kependidikan 
(guru), pendekatan-strategi-metode pembelajaran, media pendidikan, fasilitas, 
tempat belajar dan durasi belajar. 
3. Upaya Sekolah Terhadap Pendidikan Kecakapan Hidup 
SMK Negeri 1 Trucuk Klaten, memiliki peranan untuk menerapkan 
pendidikan kecakapan hidup di lingkungan sekolah. Beberapa peran sekolah 
terhadap penerapan pendidikan kecakapan hidup diantaranya adalah, 
menyesuaikan kurikulum dan pembelajaran di kelas. Hal ini diungkapkan 
oleh beberapa guru mata pelajaran. Berikut adalah hasil wawancara dengan 
salah satu Guru Teknik Otomtif, yaitu Bapak BS tentang peran sekolah 
terhadap pendidikan kecakapan hidup: “….kalau peran sekolah sendiri 
terhadap pendidikan life skill ya pastinya ada mas…contohnya ini mas, 
kalau pas pelajaran itu, saya sering memberi tugas terkait dengan materi 
pelajaran, tetapi tugasnya bukan cuma ambil dari buku, saya mencoba 
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memberi tugas yang sekiranya siswa itu bisa mengembangkan pola 
berpikirnya mas….jadi gak semata-mata jawaban itu ada di buku…”  
Penjelasan mengenai peran sekolah terhadap pendidikan kecakapan hidup 
juga dijelaskan oleh guru VDH berikut adalah hasil wawancara: “….peran 
sekolah ya mas, kalau saya perhatikan juga banyak mas, salah satu nya ini 
mas, terkadang sekolah itu mengadakan kayak work shop gitu mas, trus ada 
juga pembelajaran di luar sekolah mas terkait dengan dunia industri, jadi 
dengan begitu siswa diajarkan secara langsung tentang dunia industri 
mas…” 
Kedua penjelasan tersebut memang diakui adanya oleh wakil kepala 
kurikulum SMK Negeri 1 Trucuk, bhawa sekolah berupaya memfasilitasi 
siswa untuk dapat mempersiapkan diri untuk dunia kerja. Berikut hasil 
wawancara dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum: 
”….peran sekolah terhadap pendidikan kecakapan hidup 
diantaranya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
belajar lebih banyak tentang dunia industri, kalau di 
dalam pembelajaran penerapan-penerapan strategi 
pembelajaran ditekankan kepada guru mata pelajaran 
untuk mendukung pendidikan kecakapan hidup, 
diantaranya dengan penerapan "Life Skills Education" 
yang diberikan secara tematis mengenai masalah-masalah 
kehidupan nyata sehari-hari. Tema-tema yang ditetapkan 
harus betul-betul bermakna bagi siswa, baik untuk saat ini 
maupun untuk kehidupan di kelak kemudian hari. 
Pendekatan yang digunakan adalah pemecahan masalah 
secara kasus yang dapat dikaitkan dengan beberapa mata 
pelajaran lain untuk memperkuat penguasaan life skills 
tertentu. Dengan pendekatan pemecahan masalah 
kehidupan sehari-hari para siswa menjadi semakin terlatih 
untuk menghadapi kehidupan yang nyata…” 
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Berdasarkan beberapa penjelasan tentang peran sekolah terhadap 
pendidikan kecakapan hidup dapat disimpulkan bahwa SMK Negeri 1 
Trucuk memiliki usaha yang baik untuk menerapkan pendidikan kecakapan 
hidup. Usaha yang dilakukan sekolah dalam upaya menerapkan pendidikan 
kecakapan hidup di SMK Negeri 1 Trucuk adalah dengan menyesuaikan 
kurikulum yang digunakan dengan pendidikan kecakapan hidup. 
Penyesuian yang dilakukan adalah dengan menerapkan ”life skill 
educations”, hal ini diharapakan siswa dapat memecahkan masalah-masalah 
sehingga semakin terlatih untuk menghadapi kehidupan yang nyata. 
Beberapa conntoh penerapan pendidikan kecakapan hidup diantaranya 
adalah memberikan pertanyaan/tugas yang mendorong siswa untuk 
berbuat/berpikir, memberikan pertanyaan/tugas yang mengandung soal 
pemecahan masalah dan menerapkan pembelajaran kooperatif. 
4. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Proses Pelaksanaan 
Pendidikan Kecakapan Hidup pada Pelaksanaan Kecakapan 
Vokasional 
Implementasi pendidikan kecakapan hidup melekat dan terpadu 
dalam program-program kurikuler, kurikulum yang ada, dan mata pelajaran 
yang ada. Berbagai program kurikuler dan mata pelajaran yang ada 
seharusnya bermuatan atau berisi kecakapan hidup. Model ini memerlukan 
kesiapan dan kemampuan tinggi dari sekolah, kepala sekolah, dan guru mata 
pelajaran. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh wakil 
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kepala bidang kurikulum mengenai faktor yang mendukung pelaksanaan 
pendidikan kecakapan hidup. Berikut hasil wawancara dengan wakil kepala 
sekolah bidang kurikulum: 
“Kepala sekolah dan guru harus pandai dan cekatan 
menyiasati dan menjabarkan kurikulum, mengelola 
pembelajaran, dan mengembangkan penilaian. Ini berarti, 
mereka harus kreatif, penuh inisiatif, dan kaya gagasan. 
Keuntungannya, model ini relatif murah, tidak 
membutuhkan ongkos mahal, dan tidak menambah beban 
sekolah terutama kepala sekolah, guru, dan peserta didik. “ 
 
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan 
bahwa sekolah berupaya untuk mendukung pelaksanaan pendidikan 
kecakapan hidup di SMK Negeri 1 Trucuk. Dukungan yang diberikan 
sekolah bersifat pengembangan dari kurikulum yang ada. Prinsip-prinsip 
pendidikan kecakapan hidup di integrasikan pada bidang akademik maupun 
non akademik. Salah satu contoh dukungan dalam bidang akademik adalah, 
penerapan pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Pembelajaran 
berbasis pemecahan masalah diharapkan dapat mengembangkan pola 
berpikir siswa untuk menghadapai dunia pekerjaan, hal ini disesuaikan 
dengan progam keahlian masing-masing siswa. Lebih lanjut dijelaskan oleh 
wakil kepala bidang kurikulum tentang dukungan yang diberikan dalam 
pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup khususnya dalam pembelajaran 
progam keahlian. 
”sekolah selalu mendukung siswa agar nantinya itu siap 
menghadapi dunia kerja yang nyata, jadi sekolah 
membekali siswa keterampilan khusus sesuai dengan 
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progam keahlian yang siswa ambil. Berbagai dukungan 
diberikan mas untuk membekali siswa, salah satunya setiap 
tahunnya, sekolah selalu mengdakan semacam workshop 
sesuai dengan progam keahliannya, kunjungan industri, dan 
memfasilitasi siswa untuk dapat mengembangkan 
keterampilannya sesuai dengan progam keahliannya” 
 
Pendidikan  keterampilan  pada  bidang  Vocational  Skills' (harus  
benar-benar disesuaikan dengan keperluan nyata masing-masing sekolah 
bersama-sama masyarakat setempat  sebagai  salah  satu  wujud  dari  
pelaksanaan  otonomi daerah  dan  otonomi  di bidang  penyelenggaraan   
pendidikan.  Namun  demikian  kepentingan  nasional  dan internasional  
juga  perlu  dipertimbangkan.  Pelaksanaan pendidikan  keterampilan  ini  
harus  berpihak  pada  kepentingan  sebagian  besar masyarakat  yang  sangat  
membutuhkan  kehadirannya  mengingat  anak-anak  mereka sangat  kecil  
kemungkinannya  untuk  dapat  melanjutkan  ke  jenjang  pendidikan  yang 
lebih tinggi. 
Pengimplementasian pendidikan kecakapan hidup yang dilakukan 
SMK Negeri 1 Trucuk terdapat beberapa faktor penghambat. Menurut wakil 
kepala bagian kurikulum, faktor penghambat proses pendidikan kecakapan 
hidup adalah sebagai berikut:  
“….yang menghambat proses pendidikan kecakapan hidup ya mas…ada 
beberapa mas, kurikulum yang berlaku sekarang juga salah satu faktor yang 
menghambat, yang lainnya fasilitas, dukungan yang diberikan 
pemerintahpun dirasa kurang mas…kalau didunia kerja itu tersedia cukup 
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banyak, itu akan membantu proses pelaksanaan pendidikan kecakapan 
hidup, tapi kenyataannya ya mesti kurang mas….masih banyak mas kalau 
faktor yang menghambat, seperti dukungan dari orang tua, sosial budaya 
masyarakat.” 
Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh wakil kepala sekolah 
bagian kurikulum, terdapat beberapa faktor pengahambat dalam proses 
pendidikan kecakapan hidup, diantaranya adalah kurikulum, fasilitas, 
dukungan pemerintah, sedikitnya penyerapan tenaga kerja, orang tua, dan 
sosial masyarakat. Faktor yang pertama adalah kurikulum yang meliputi 
meliputi sarat materi, kurang sesuai dengan aset unggulan daerah, masih 
seragam terpusat, tidak mengarah kepada pendidikan kecakapan hidup serta 
mengabaikan minat dan bakat siswa. Faktor penghambat dari sisi fasilitas 
meliputi fasilitas kurang memadai, fasilitas yang ada kurang mendukung 
pendidikan kecakapan hidup, dan fasilitas tidak merata antara jurusan. 
Sementara itu faktor penghambat dukungan pemerintah meliputi bantuan 
dana tidak merata, relatif kecil, nara sumber ahli pendidikan kecakapan 
hidup sedikit, bantuan yang ada kurang mendukung pelaksanaan program 
pendidikan kecakapan hidup. Sedangkan faktor penghambat dukungan dunia 
industri adalah meliputi keterbatasan jumlah serta sumber daya dunia 
usaha/industri di daerah, merasa tidak mempunyai ikatan, tidak ada akad 
kerja sama yang jelas, alokasi waktu sekolah dengan dunia usaha/industri 
yang tidak seiring dan tidak ada koordinasi.  
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Faktor penghambat sosial/budaya adalah meliputi tatanan 
sosial/budaya yang tidak mendukung siswa sekolah bekerja, tidak 
memahami pendidikan kecakapan hidup, serta masih berorientasi pada 
perolehan gelar sesudah selesai sekolah. Penghambat dari orang tua meliputi 
kebanyakan berpendapatan rendah sedangkan yang berpendapatan tinggi 
kurang sadar, tidak mengerti pendidikan kecakapan hidup, pola pikir 
berorientasi pada gelar kesarjanaan, dan motivasi untuk mendorong anak 
memperoleh kecakapan hidup rendah. 
Jelaslah bahwa banyak faktor penghambat yang sangat mungkin 
dihadapi oleh sekolah dalam rangka implementasi pendidikan kecakapan 
hidup, baik itu faktor internal dari sekolah sendiri maupun faktor eksternal. 
Memperhatikan kendala-kendala tersebut, maka di dalam implementasi 
pendidikan kecakapan hidup di sekolah, tahap awal yang harus dilakukan 
adalah memberikan pengertian dan pemahaman kepada pelaksana sekolah 
(terutama guru dan kepala sekolah) mengenai pendidikan kecakapan hidup 
itu sendiri. Pengenalan kecakapan hidup terhadap peserta didik bukanlah 
untuk mengganti kurikulum yang ada, akan tetapi untuk melakukan 
reorientasi terhadap kurikulum yang ada agar benar-benar dapat 
merefleksikan nilai-nilai kehidupan nyata. Jadi pendidikan kecakapan hidup 
merupakan upaya untuk menjembatani kesenjangan antara kurikulum yang 




Kecakapan  hidup  yang  bersifat  spesifik  (specific  life  skill/SLS)  
diperlukan seseorang  untuk  menghadapi  problema  bidang  khusus  tertentu. 
Untuk  mengatasi problema “mobil yang mogok” tentu diperlukan kecakapan 
khusus tentang mesin mobil. Untuk  memecahkan  masalah  dagangan  yang  
tidak  laku  diperlukan  kecakapan pemasaran.  Untuk  mampu  melakukan  
pengembangan  multimedia diperlukan keahlian di bidang multimedia. 
Kecakapan  hidup  spesifik  biasanya  terkait  dengan  bidang  pekerjaan 
(occupational),  atau  bidang  kejuruan  (vocational)  yang  ditekuni. Kecakapan 
hidup seperti juga disebut dengan kompetensi teknis (technical competencies) 
yang sangat bervariasi, tergantung kepada bidang kejuruan dan pekerjaan yang 
akan ditekuni. Namun demikian masih ada, kecakapan yang bersifat umum, yaitu 
bersikap dan berlaku produktif (to be a productive people). Artinya, apapun 
bidang kejuruan atau pekerjaan yang dipelajari, bersikap dan berperilaku 
produktif harus dikembangkan. 
Bidang pekerjaan biasanya dibedakan menjadi pekerjaan yang lebih 
menekankan pada keterampilan manual dan bidang pekerjaan yang menekankan 
pada kecakapan berpikir. Terkait dengan itu, pendidikan kecakapan hidup yang 
bersifat spesifik juga dapat dipilah menjadi kecakapan akademik (academic skill) 
dan kecakapan vokasional (vocational skill). Dalam penelitian yang telah 




Pendidikan kecakapan hidup bukanlah membentuk mata pelajaran-mata 
pelajaran baru, tetapi mensinergikan berbagai mata pelajaran menjadi kecakapan 
hidup yang diperlukan seseorang, di manapun dia berada, bekerja atau tidak 
bekerja, apapun profesinya. Walaupun pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup 
dapat bervariasi disesuaikan dengan kondisi anak dan lingkungannya, namun 
memiliki prinsip-prinsip umum yang sama. 
Program pendidikan kecakapan hidup atau life skills adalah pendidikan 
yang dapat memberikan bekal keterampilan yang praktis, terpakai, terkait dengan 
kebutuhan pasar kerja, peluang usaha dan potensi ekonomi atau industri yang ada 
di masyarakat (Anwar, 2006: 20). Sementara pengertian lain tentang konsep 
pendidikan kecakapan hidup yang diterbitkan oleh Depdiknas (2003) bahwa 
kecakapan hidup adalah kemampuan dan keberanian untuk menghadapi problema 
kehidupan, kemudian secara pro aktif dan kreatif mencari dan menemukan solusi 
untuk mengatasinya. 
Pendidikan yang berorientasi pada kecakapan  hidup (life skills 
education) tidak mengubah  sistem  pendidikan  dan  juga  tidak  untuk  
mereduksi  pendidikan  hanya sebagai  latihan  kerja. Pendidikan yang 
berorientasi pada kecakapan hidup (life skills education) justru  memberikan 
kesempatan kepada setiap peserta didik untuk meningkatkan potensinya  dan 
memberikan peluang untuk  memperoleh bekal keahlian / keterampilan yang 
dapat dijadikan sebagai sumber penghidupannya. 
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Dalam melaksanakan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada 
kecakapan hidup, fokus utama kegiatan pendidikan haruslah ditujukan untuk 
mempersiapkan siswa agar memiliki kecakapan untuk hidup dan mampu 
menempuh perjalanan hidup. Pendidikan formal yang bertujuan untuk 
mengembangkan kemampuan life skills perlu dirancang ulang secara sistematis ke 
dalam kurikulum sekolah. Untuk itu pengorganisasian mata pelajaran secara 
bertahap juga perlu mengacu kepada bidang bidang life skills seperti diuraikan di 
atas dengan porsi alokasi waktu yang seimbang dan proporsional sesuai dengan 
jenjang pendidikan dan jenis sekolahnya. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, diperlukan beberapa hal yang 
dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan life skill atau kecakapan hidup 
seperti tenaga kependidikan (guru), pendekatan strategi metode pembelajaran, 
media pendidikan, fasilitas, tempat belajar dan durasi belajar, harus siap. Kelima, 
evaluasi pendidikan kecakapan perlu dibuat berdasarkan kompetensi kecakapan 
hidup yang telah dirumuskan pada langkah yang kedua. Karena evaluasi belajar 
disusun berdasarkan kompetensi, maka penilaian terhadap prestasi belajar peserta 
didik tidak hanya dengan pencil and paper test, melainkan juga dengan 
performance test dan bahkan dengan evaluasi otientik. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan 
sekolah terhadap pedidikan kecakapan hidup perlu dikembangkan khususnya di 
sekolah menengah kejuruan, hal ini dikarenakan sekolah harus dapat memberikan 
alternatif dan usaha untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut selain 
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dibidang akademik. Untuk mengembangkan pendidikan kecakapan hidup, perlu 
adanya penyesuaian pendidikan kecakapan hidup terhdap kurikulum yang ada 
dengan mempertimbangkan hal - hal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan 
pendidikan kecakapan hidup. 
Dalam mengimplementasikan pendidikan kecakapan hidup, sekolah 
berperan besar dalam kelancaran dan kesuksesan dalam menerapkan pendidikan 
kecakapan hidup. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 
menyebutkan bahwa sekolah merupaya untuk meningkatkan kemampuan 
siswanya untuk mempersiapkan siswa siswinya bisa melanjutkan kuliah ataupun 
masuk kedalam dunia pekerjaan. 
Beberapa contoh upaya sekolah yang dilakukan dalam 
mengimplementasikan pendidikan kecakapan hidup adalah sekolah berusaha 
untuk melengkapi kekurangan fasilitas jurusan yang belum memadai. Selain itu, 
sekolah juga mengagendakan workshop sesuai dengan jurusannya masing-
masing. Guru mata pelajaran juga berperan penting dalam mengimplementasikan 
pendidikan kecakapan hidup. Salah satu peran guru ikut serta 
mengimplementasikan pendidikan kecakapan hidup adalah dengan membentuk 
pola berfikir siswa untuk berkembang. 
Peran sekolah yang dilakukan sekolah dalam upaya menerapkan 
pendidikan kecakapan hidup di SMK Negeri 1 Trucuk adalah dengan 
menyesuaikan kurikulum yang digunakan dengan pendidikan kecakapan hidup. 
Penyesuian yang dilakukan adalah dengan menerapkan ”life skill educations”, hal 
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ini diharpakan siswa dapat memecahkan masalah-masalah di kehidupan yang 
nyata sehingga siswa semakin terlatih untuk menghadapi kehidupan yang nyata. 
Beberapa contoh penerapan pendidikan kecakapan hidup diantaranya adalah 
memberikan pertanyaan/tugas yang mendorong siswa untuk berbuat maupun 
berpikir, memberikan pertanyaan atau tugas yang mengandung soal pemecahan 
masalah dan menerapkan pembelajaran kooperatif. 
Upaya sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan kecakapan hidup 
bukan berati tidak ada kendala yang dialami sekolah, baik guru ataupun yang 
lainnya. Faktor penghambat kurikulum meliputi sarat materi, kurang sesuai 
dengan aset unggulan daerah, masih seragam terpusat, tidak mengarah kepada 
pendidikan kecakapan hidup serta mengabaikan minat dan bakat siswa. 
Faktor penghambat dari sisi fasilitas meliputi fasilitas kurang memadai, 
fasilitas yang ada kurang mendukung pendidikan kecakapan hidup, dan fasilitas 
tidak merata antara jurusan. Sementara itu faktor penghambat dukungan 
pemerintah meliputi bantuan dana tidak merata, relatif kecil, nara sumber ahli 
pendidikan kecakapan hidup sedikit, bantuan yang ada kurang mendukung 
pelaksanaan program pendidikan kecakapan hidup. Sedangkan faktor penghambat 
dukungan dunia industri adalah meliputi keterbatasan jumlah serta sumber daya 
dunia usaha/industri di daerah, merasa tidak mempunyai ikatan, tidak ada akad 
kerja sama yang jelas, alokasi waktu sekolah dengan dunia usaha/industri yang 
tidak seiring dan tidak ada koordinasi.  
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Faktor penghambat sosial/budaya adalah meliputi tatanan sosial/budaya 
yang tidak mendukung siswa sekolah bekerja, tidak memahami pendidikan 
kecakapan hidup, serta masih berorientasi pada perolehan gelar sesudah selesai 
sekolah. Penghambat dari orang tua meliputi kebanyakan berpendapatan rendah 
sedangkan yang berpendapatan tinggi kurang sadar, tidak mengerti pendidikan 
kecakapan hidup, pola pikir berorientasi pada gelar kesarjanaan, dan motivasi 
untuk mendorong anak memperoleh kecakapan hidup rendah. Jelaslah bahwa 
banyak faktor penghambat yang sangat mungkin dihadapi oleh sekolah dalam 
rangka implementasi pendidikan kecakapan hidup, baik itu faktor internal dari 
sekolah sendiri maupun faktor eksternal. 
Memperhatikan kendala-kendala tersebut, maka di dalam implementasi 
pendidikan kecakapan hidup di sekolah, tahap awal yang harus dilakukan adalah 
memberikan pengertian dan pemahaman kepada pelaksana sekolah (terutama 
guru dan kepala sekolah) mengenai pendidikan kecakapan hidup itu sendiri. 
Pengenalan kecakapan hidup terhadap peserta didik bukanlah untuk mengganti 
kurikulum yang ada, akan tetapi untuk melakukan reorientasi terhadap kurikulum 
yang ada agar benar-benar dapat merefleksikan nilai-nilai kehidupan nyata. Jadi 
pendidikan kecakapan hidup merupakan upaya untuk menjembatani kesenjangan 




KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi pendidikan kecakpan 
hidup di SMK Negeri 1 Trucuk, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Implementasi kebijakan pendidikan kecakapan hidup (life skills) di SMK N 
1 Trucuk Klaten 
Pendidikan kecakapan hidup (life skills) yang diimplimentasikan di 
SMK N 1 Trucuk Klaten kedalam program-program pembelajaran di 
sekolah seperti pemberian tugas mata pelajaran dengan pengembangan dari 
pola piker peserta didik, pengadaan workshop, praktek, kunjungan kerja atau 
pembelajaran di luar sekolah, pembelajaran yang berbasis pada pemecahan 
masalah, kerjasama dengan pihak luar terkait dengan mata pelajaran dan 
praktek sesuai dengan jurusan masing-masing. Pelaksanaan kebijakan 
pendidikan kecakapan hidup (life skills) dilaksanakan dan dibantu oleh 
banyak pihak antara lain Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru, dan 
lembaga yang bekerjasama dengan sekolah. 
2. Faktor pendukung dan penghambat 
Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendidikan kecakapn hidup (life 
skills) di SMK N 1Trucuk Klaten, yaitu: Pertama, tenaga pendidik atau guru 
yang berkompeten di bidangnya mengajarkan pembelajaran sesuai mata 
pelajaran masing-masing dengan muatan pendidikan kecakapan hidup (life 
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skills). Kedua, dana atau pembiayaan yang dialokasikan khusus untuk 
implementasi kebijakan pendidikan kecakapan hidup (life skills). Ketiga, 
faktor pendukung pendidikan kecakapan hidup (life skills) pada sarana dan 
prasaran yaitu gedung sekolah, laboratorium praktek, bengkel sekolah, ruang 
kelas, perpustakaan, alat praktek, buku, lapangan, dan lain-lain. Sarana dan 
prasarana tersebut digunakan sebagai penunjang implementasi kebijakan 
kecakapan hidup (life skills). 
Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan 
kecakapan hidup (life skills) di SMK N 1 Trucuk Klaten, yaitu: Pertama, 
kurangnya motivasi pada peserta didik untuk menerapkan pembelajaran 
pendidikan kecakapan hidup (life skills). Kedua, faktor kurikulum sering 
berubah meliputi sarat materi, kurang sesuai dengan aset unggulan daerah, 
masih seragam terpusat, tidak mengarah kepada pendidikan kecakapan hidup 
serta mengabaikan minat dan bakat siswa. 
3. Upaya untuk mengatasi hambatan 
Upaya sekolah untuk mengatasi hambatan tersebut dengan pendekatan 
prosedur pendidikan yang dianggap relevan dengan kebutuhan peserta didik 
dalam menghadapi dunia kerja. Penyesuaian pendidikan kecakapan hidup 
(life skills) dengan kurikulum yang ada sekarang, serta dengan metode-
metode atau strategi yang telah dipersiapkan oleh sekolah khususnya tenaga 
pendidik/ guru dalam memberikan pembelajaran pada masing-masing 
jurusan dengan mengembangkan potensi life skills peserta didik. Dukungan 
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yang diberikan sekolah bersifat pengembangan dari kurikulum yang ada. 
Prinsip-prinsip pendidikan kecakapan hidup diintegralkan pada bidang 
akademik maupun non akademik. Salah satu contoh dukungan dalam bidang 
akademik adalah, penerapan pembelajaran berbasis pemecahan masalah. 
Pembelajaran berbasis pemecahan masalah diharapkan dapat 
mengembangkan pola berpikir siswa untuk menghadapi dunia pekerjaan, hal 
ini disesuaikan dengan progam keahlian masing-masing siswa. 
  
B. Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut pihak sekolah hendaknya kebijakan 
sekolah terhadap pedidikan kecakapan hidup perlu dikembangkan khususnya di 
sekolah menengah kejuruan, hal ini dikarenakan sekolah harus dapat 
memberikan alternatif dan usaha untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional 
tersebut selain dibidang akademik. Untuk mengembangkan pendidikan 
kecakapan hidup, perlu adanya penyesuaian pendidikan kecakapan hidup 
terhadap kurikulum yang ada dengan mempertimbangkan hal-hal yang 
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Lampiran 1. Pedoman Penelitian 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
Pedoman wawancara terhadap Kepala Sekolah 
Tempat : 
Tanggal  : 
Waktu  :  
1. Bagaimana kebijakan sekolah mengenai pendidikan kecakapan hidup (life 
skills)? 
2. Lalu bagaimana dengan adanya perubahan kurikulum yangs sering 
terjadi?apakah pendidikan life skills ini berbeda dengan kurikulum yang ada 
saat ini? 
3. Ada tidak persiapan-persiapan yang dilakukan sekolah untuk 
mengimplementasikan pendidikan life skills? 
4. Langkah apa saja yang dilakukan oleh sekolah dalam mengimplementasikan 
pendidikan life skills? 
5. Lalu untuk pendekatannya seperti apa pak yang dilakukan untuk 
mengimplementasikan pendidikan life skills di sekolah? 
6. Selain pendekatan tersebut, langkah apa lagi yang sekolah lakukan dalam 
mengimplementasikan pendidikan life skills? 
7. Bagaimana langkah sekolah dalam menyesuaikan pendidikan life skills 
dengan kurikulum sering berganti-ganti?  
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Pedoman Wawancara Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum dan Guru 
Tempat :  
Tanggal  :  
Waktu  :  
1. Seperti apa peran sekolah terhadap implementasi pendidikan life skills? 
2. Keberhasilan implementasi pendidikan life skills di sekolah dipengaruhi oleh 
faktor apa saja? 
3. Dukungan seperti apa yang dilakukan sekolah dalam implementasi pendidikan 
life skills? 




1. Deskripsi SMK N 1 Trucuk Klaten saat ini ? 
2. Kebijakan sekolah mengenai Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills) ? 
3. Kegiatan yang terkait dengan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills) ? 
4. Faktor yang menghambat ? 
5. Faktor pendukung dan pemecahan masalah ? 
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Lampiran 2. Catatan Lapangan 
CATATAN LAPANGAN I 
Hari   : Rabu 
Tanggal  : 16 Maret 2016 
Waktu   : 09.00 
Tempat  : SMK Negeri 1 Trucuk 
Kegiatan  : Menentukan Jadwal Penelitian 
Deskripsi  : 
 Pada hari ini, penelti datang ke SMK Negeri 1 trucuk dengan harapan bisa 
bertemu dengan Kepala SMK Negeri 1 Trucuk guna menentukan jadwal penelitian 
yang akan peneliti lakukan di SMK Negeri 1 Trucuk. Kedatangan peneliti disambut 
dengan ramah oleh guru-guru di SMK Negeri 1 Trucuk. Selanjutnya peneliti diajak 
ke ruang tamu untuk menunggu kepala sekolah datang guna membuat jadwal terkait 
penelitian yang akan peneliti lakukan. Setalah peneliti bertemu dengan kepala 
sekolah, peneliti menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan peneliti ke SMK 
Negeri 1 Trucuk sebelum menentukan jadwal penelitian. Seusai peneliti menjelaskan 
maksud dan tujuan, kepala SMK Negeri 1 Trucuk menyambut dan mempersilahkan 
peneliti untuk melakukan penelitian terkait implementasi kebijakan pendidikan 
kecakapan hidup di SMK Negeri 1 Trucuk. Setelah kepala sekolah menyambut 
peneliti, peneliti dan kepala skeolah menentukan jadwal penelitian berikutnya. Hasil 
dari diskusi mengenai jadwal penelitian adalah penelitian dapat dilaksanakan mulai 






CATATAN LAPANGAN II 
Hari   : Kamis 
Tanggal  : 17 Maret 2016 
Waktu   : 09.00 WIB 
Tempat  : SMK Negeri 1 Trucuk 
Kegiatan  : Wawancara Kepala Sekolah 
Deskripsi  : 
 Pada hari ini, penelti datang ke SMK Negeri 1 trucuk dengan harapan bisa 
bertemu dengan Kepala SMK Negeri 1 Trucuk guna melakukan wawancara terkait 
implementasi kebijakan pendidikan kecakapan hidup di lingkungan sekolah. Sesuai 
dengan janji yang telah peneliti buat dengan pihak sekolah, pada hari ini peneliti 
dapat menemui kepala sekolah dan melakukan wawancara terkait penelitian yang 
peneliti lakukan. Kedatangan peneliti disambut dengan baik dan ramah oleh kepala 
sekolah, selanjutnya peneliti dipersilahkan untuk memasuki ruang tamu kepala 
sekolah untuk melakukan wawancara terkait penelitian yang peneliti lakukan.  
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CATATAN LAPANGAN III 
Hari   : Selasa 
Tanggal  : 22 Maret 2016 
Waktu   : 11.00 WIB 
Tempat  : SMK Negeri 1 Trucuk 
Kegiatan  : Wawancara Wakil Kepala Sekolah (WKS) Kurikulum dan 
   Guru 
Deskripsi  : 
 Pada hari ini, penelti datang lagi ke SMK Negeri 1 trucuk untuk melanjutkan 
penelitianyang peneliti lakukan. Pada kesempatan ini, oeneliti bermaksud untuk 
melakukan wawancara dengan wakil kepala urusan kurikulum guna melengkapi data 
peneltian ini. selain wawancara dengan wakil kepala urusan kurikulum, peneliti 
berencana juga melakukan wawancara dengan guru. Kedatangan yang kedua ini, 
peneliti masih mendapatkan sambutan yang baik dari pihak sekolah. Tanpa ragu-ragu, 
peneliti langsung menuju ruang tamu dan menunggu WKS Kurikulum datang untuk 
melakukan wawancara terkait penelitian ini. 
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Lampiran 3. Analisis Data Hasil Wawancara  
1. Bagaimana kebijakan sekolah mengenai pendidikan kecakapan hidup (life 
skills)? 
KS: pendidikan life skill itu memang dibutuhkan khususnya di sekolah 
menengah kejuruan,sekolahmenengah kejuruankan menuntut siswa 
agar siap menghadapi dunia kerja, maka dari itu kebijakan penerapan 
pendidikan life skills sangat dibutuhkan di SMK. 
Kesimpulan: pendidikan life skills sangat diperlukan dalam mempersiapkan siswa 
menghadapi dunia pekerjaan 
2. Lalu bagaimana dengan adanya perubahan kurikulum yangs sering 
terjadi?apakah pendidikan life skills ini berbeda dengan kurikulum yang ada 
saat ini? 
KS: Pengenalan kecakapan hidup (life skills) terhadap peserta didik 
bukanlah untuk mengganti kurikulum, akan tetapi untuk melakukan 
reorientasi terhadap kurikulum yang ada sekarang agar benar-benar 
dapat merefleksikan nilai-nilai kehidupan nyata. Jadi pendidikan 
kecakapan hidup merupakan upaya untuk menjembatani kesenjangan 
antara kurikulum dengan tuntutan kehidupan nyata, dan bukan untuk 
merombaknya. Penyesuaian-penyesuaian kurikulum terhadap tuntutan 
kehidupan perlu dilakukan mengingat kurikulum memang dirancang 
permata pelajaran yang belum tentu sesuai dengan tuntutan kehidupan 
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nyata yang umumnya bersifat utuh. Selain itu, kehidupan memilki 
karakteristik untuk berubah, sehingga sudah sewajarnya jika 
kurikulum perlu didekatkan  dengan kehidupan nyata. 
Kesimpulan: pendidikan life skills  bukan sebagai pengganti kurikulum yang 
ada, melainkan untuk reorientasi kurikulum yang ada agar 
benar-benar dapat merefleksikan nilai-nilai kehidupan yang 
nyata. 
3. Ada tidak persiapan-persiapan yang dilakukan sekolah untuk 
mengimplementasikan pendidikan life skills? 
KS: Kalau persiapan dalam mengimplementasikan pendidikan life skills  di 
sekolah jelas ada mas. Semua persiapan yang dilakukan agar dapat 
berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
Kesimpulan: menyesuaikan pendidikan life skills sesuai dengan kurikulum 
yang ada. 
4. Langkah apa saja yang dilakukan oleh sekolah dalam mengimplementasikan 
pendidikan life skills? 
KS: Kalau langkah-langkah yang sekolah lakukan salah satunya adalah 
menentukan jenis pendekatan yang akan digunakan, penyesuain 
pendidikan life skills dengan kurikulum yang berlaku saat ini, 
menyiapkan SDM nya dalam hal ini guru dan strategi yang digunakan. 




5. Lalu untuk pendekatannya seperti apa pak? 
KS: Selama ini sekolah melakukan pendekatan dengan mengembangkan 
proses dan prosedur pendidikan yang dianggap relevan dengan 
kebutuhan yang diperlukan siswa nantinya. Jadi pada intinya ya 
sekolah mengimplementasikan pendidikan life skills disesuaikan 
dengan jurusan masing-masing, yang terpenting adalah bagaimana 
anak itu nantinya dapat dengan cepat menyesuaikan dirinya di dunia 
pekerjaan, harapannya seperti itu. 
Kesimpulan: pendekatan dengan mengembangkan proses dan prosedur 
pendidikan yang dianggap relevan dengan kebutuhan yang 
dibutuhkan siswa dalam menghadapi dunia kerja  
6. Selain pendekatan tersebut, langkah apa lagi yang sekolah lakukan dalam 
mengimplementasikan pendidikan life skills? 
KS: selain pendektan itu, sekolah juga harus menyesuaikan pendidikan life 
skills dengan kurikulum yang ada, apalagi saat ini kurikulum yang 
masih bekum pasti, ya jadinya fleksibel saja, yang terpenting tujuan 
yang diharapkan dapat tercapai, lalu yang jelas sekolah juga 
menyiapkan gurunya agar dapat mengintergrasikan pendidikan life 
skills ke dalam mata pelajaran yang diampu oleh masing-masing guru. 
Kesimpulan: Langkah yang lain adalah dengan menyesuaikan pendidikan life 
skills dengan kurikulum dan menyiapkan tenaga pendidik. 
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7. Bagaimana langkah sekolah dalam menyesuaikan pendidikan life skills 
dengan kurikulum sering berganti-ganti? 
KS: untuk menyesuaikan dan pengembangan pendidikan berbasis 
kecakapan hidup idealnya ditempuh secara berurutan. Yang pertama, 
mengidentifikasikan dari hasil penelitian, pilihan-pilihan nilai dan 
dugaan para ahli tentang nilai-nilai kehidupan nyata yang berlaku. 
Kedua, masukan tersebut kemudian digunakan sebagai bahan untuk 
mengembangkan kompetensi kecakapan hidup. Kompetensi yang 
dimaksud harus menunjukkan kemampuan, kesanggupan, dan 
keterampilan untuk menjaga kelangsungan hidup dan 
perkembangannya dalam dunia yang syarat dengan perubahan. Ketiga, 
kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi kecakapan hidup 
yang telah dirumuskan. Artinya, apa yang harus, seharusnya, dan yang 
mungkin diajarkan kepada peserta didik disusun berdasarkan 
kompetensi yang telah dikembangkan. Keempat, penyelenggaraan 
pendidikan kecakapan hidup perlu dilaksanakan dengan jitu agar 
kurikulum berbasis kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara 
cermat. 
Kesimpulan: terdapat empat langkah yang sekolah lakukan untuk 
menyesuaikan pendidikan kecakapan hidup dengan kurikulum 
yang ada, diantaranya adalah, mengidentifikasi masukan dari 
hasil penelitian, kedua mengembangkan kompetensi 
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kecakapan hidup, ketiga mengintegralkan pendidikan 
kecakapan hidup ke dalam mata pelajaran, keempat sesuai 
dengan sasaran atau tujuan. 
8. Seperti apa peran sekolah terhadap implementasi pendidikan life skills? 
VDH: kalau peran sekolah sendiri terhadap pendidikan life skill ya pastinya 
ada mas…contohnya ini mas, kalau pas pelajaran itu, saya sering 
memberi tugas terkat dengan materi pelajaran, tetapi tugasnya bukan 
cuma ambil dari buku, saya mencoba memberi tugas yang sekiranga 
siswa itu bisa mengembangkan pola berpikirnya mas….jadi gak 
semata-mata jawaban itu ada di buku. 
BS: peran sekolah ya mas, kalau saya perhatikan juga banyak mas, salah 
satu nya ini mas, terkadang sekolah itu mengadakan kayak work shop 
gitu mas, trus ada juga pembelajaran di luar sekolah mas terkait 
dengan dunia industri, jadi dengan begitu siswa diajarkan secara 
langsung tentang dunia industri mas. 
WS: peran sekolah terhdap pendidikan kecakapan hidup diantaranya, 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar lebih banyak 
tentang dunia industri, kalau di dalam pembelajaran penerapan-
penerapan strategi pembelajaran ditekankan kepada guru mata 
pelajaran untuk mendukung pendidikan kecakapan hidup, diantaranya 
dengan penerapan "Life Skills Education" yang diberikan secara 
tematis mengenai masalah-masalah kehidupan nyata sehari-hari. 
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Tema-tema yang ditetapkan harus betul-betul bermakna bagi siswa, 
baik untuk saat ini maupun untuk kehidupan di kelak kemudian hari. 
Pendekatan yang digunakan adalah pemecahan masalah secara kasus 
yang dapat dikaitkan dengan beberapa mata pelajaran lain untuk 
memperkuat penguasaan life skills tertentu. Dengan pendekatan 
pemecahan masalah kehidupan sehari-hari para siswa menjadi 
semakin terlatih untuk menghadapi kehidupan yang nyata. 
Kesimpulan: peran sekolah adalah dengan caera pemberian tugas sesuai 
dengan mata pelajaran masing-masing yang berupa 
pengembangan dari pola berfikir anak, mengadakan work shop, 
pembelajran di luar sekolah, penerapan life skill educations,  
dan melakukan pendekatan pembelajran yang berbasis pada 
pemecahan masalah. 
9. Keberhasilan implementasi pendidikan life skills di sekolah dipengaruhi oleh 
faktor apa saja? 
VDH: kalau faktor nya ya seperti bagaimana kepala sekolah mengelola dan 
memantau keterlaksanaan pendidikan life skills, lalu tingkat 
pemahaman murid juga berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan 
life skills di sekolah. 




WS: Kepala sekolah, guru harus pandai cekatan menyiasati, menjabarkan 
kurikulum, mengelola pembelajaran, dan mengembangkan penilaian. 
Ini berarti, mereka harus kreatif, penuh inisiatif, dan kaya gagasan. 
Keuntungannya, model ini relatif murah, tidak membutuhkan ongkos 
mahal, dan tidak menambah beban sekolah terutama kepala sekolah, 
guru, dan peserta didik. 
Kesimpulan: yang menjadi faktor penentu keberhasilan pendidikan life skills 
adalah kepala sekolah, guru, dan siswa. 
10. Dukungan seperti apa yang dilakukan sekolah dalam implementasi pendidikan 
life skills? 
VDH: Kalau saya sering memberi tugas kepada siswa yang pada intinya 
merupakan pemecahan suatu masalah, jadi jawaban dari tugas itu tidak 
semata-mata mengambil dari buku. 
BS: Dukungan yang diberikan sekolah diantaranya ada pembelajran di luar 
sekolah sesuai dengan jurusan masing-masing, ya disesuaikan dengan 
dunia industri, praktek kerja industri yang dilakukan selama 3 bulan 
agar siswa dapat merasakan di dunia pekerjaan yang sesungguhnya 
dan dapat mengiplementasikan keterampilannya di dunia pekerjaan. 
WS: Sekolah selalu mendukung siswa agar nantinya itu siap menghadapi 
dunia kerja yang nyata, jadi sekolah membekali siswa keterampilan 
khusus sesuai dengan progam keahlian yang siswa ambil. Berbagai 
dukungan diberikan mas untuk membekali siswa, salah satunya setiap 
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tahunnya, sekolah selalu mengadakan semacam workshop sesuai 
dengan progam keahliannya, kunjungan industri, dan memfasilitasi 
siswa untuk dapat mengembangkan keterampilannya sesuai dengan 
progam keahliannya. 
Kesimpulan: Dukungan yang diberikan sekolah meliputi, relevansi antara 
mata pelajaran yang diberikan dengan kehidupan nyata di 
masyarakat, pembelajran di luar kelas yang berhubungan 
dengan  keterampilan kejuruannya, praktek kerja industri, dan 
workshop sesuai dengan kejuruannya masing-masing. 
11. Apakah ada faktor yang menghambat keterlaksanaanya pendidikan life skills? 
WS: yang menghambat proses pendidikan kecakapan hidup ya mas. Ada 
beberapa sih mas, kurikulum yang berlaku sekarang juga salah satu 
faktor yang menghambat, yang lainnya fasilitas, dukungan yang 
diberikan pemerintah pun dirasa kurang mas. Kalau di dunia kerja itu 
tersediacukup banyak, itu akan membantu proses pelaksanaan 
pendidikan kecakapan hidup, tapi kenyataannya ya mesti kurang mas. 
Masih banyak mas kalau faktor yang menghambat, seperti dukungan 
dari orang tua, sosial budaya masyarakat. 
Kesimpulan: Kurikulum yang sering berganti, dukungan pemerintah, orang 




Lampiran 4. Dokumentasi 
DOKUMENTASI FOTO 
 
Papan Nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Trucuk Klaten 
 
 





Proses Kegiatan Praktik di Ruang TKJ 
 
 





Suasana Ruang Guru Nampak Lengang Karena Bersamaan Dengan Jam Kegiatan Belajar 
 
 
Guru Memberikan Penjelasan Sebelum Memulai Kegiatan Praktik Oleh Siswa di Depan Ruang 
Praktik Las 
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